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KATAPENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota
Probolinggo Tahun 2025 — 2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota
Probolinggo Tahun 2025 — 2029 ini disusun sebagai tindak lanjut amanat Intruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 serta Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang didalamnya
memuat Asta Cita sebagai misi presiden da Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun
2025-2029, maka diperlukan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu
menyusun Renstra 2025 - 2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
ini masih banyak kekurangan. Namun demikian kami berharap semua kebijakan ,
Progran dan Kegiatan yang tertuaang dalam dokumen Renstra ini dapat memberikan
gambaran secara jelas akan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua
elemen. Lebih jauh lagi, agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan
dapat berkontribusi secara utuh pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di
sepakati. Dokumen Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pendoman bagi
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo maupun bagi pihak lain yang

memerlukan.

Probolinggo, 19 September 2025
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota
merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjabarkan tujuan dan sasaran
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini dmaksudkan agar dapat mengarahkan semua
program dan kegiatan yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil (reslt
oriented) yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029. Perencanaan ini
memperhitungkan potensi- potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang
mungkin timbul sekaligus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan
strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada tahun
2025-2029.

Selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman , Penyusunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Darah 2025-2029, Penyusunan RPJMD
dan RENSTRA PD , Provinsi,/ Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan
dengan menjamin kesinambungan Pembangunan Daerah terutama dalam
rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,
terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung
menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek Pembangunan,
Perencanaan, Pelayanan Publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan Pembangunan daerah merupakan bagian Integral
dan Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan penyelarasan RPIMD dan
RENSTRA PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun
2025-2029. Penyelerasan ini mencakup penyelerasan dimaksud bermaksusd
bermakna bahwa disampung RPIJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan Visi, Misi
dan Program Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah terpilih sekaligus
merupakan bagian dan upaya mendukung sacara seiring sejalan dengan

pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (Quick

Winns) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-
. 2029.




Keterkaitan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota

Probolinggo dengan dokumen perencanaan yang lain dapat di lihat pada
gambar di bawah ini.

Gambar 1.
Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra menurut Inmendagri
Nomor 2 Tahun 2025

Yaradier: Sakarse s R SET Kb Probalingg e N2 -2
Sumber : Inmendagri Nomor 2 tahun 2025

Selain beberapa hal diatas dalam suatu Pembangunan di Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja juga harus memperhatikan kesetaraan gender (Pengarustamaan Gender)
dan SAKIP pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja adalah proses
untuk perempuan, laki-laki, dan anak agar mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber
daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan Keputusan yang sama di
semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program dan kebijakan Pemerintah
(Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional), Kesetaraan Gender dalam
kebijakan Pembangunan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo
menjdi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat
kemampuan suatu perangkat Daerah untuk berkembang , mengurangi kemiskinan.
Semakin tinggi aspirasi gender dalam proses perencanaan Pembangunan, maka semakin
besar Upaya suatu perangkat daerah untuk menekan angka kemiskanan, dan sebaiknya
\: . rendahnya akan meningkatkan angka kemiskinan.
| Penerapan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
merupakan Instrumen pertanggungjawaban, maka Renstra merupakan Langkah awal
dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan berdasrkan Tugas Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sebagaimana ketentuan dalam



Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo. Dan sekaligus untuk melakukan
pengukuran kinerja intansi pemerintah sebagaimana ketentuan pada peraturan presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Menindaklanjuti hal tersebut di atas ,maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Probolinggo perlu Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah tahun
2025-2029 vyang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Kota Probolinggo tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun peraturan — peraturan terkait dengan dokumen Perencanaan
Pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini
adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indoinesia anomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah penggantu Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856) ;

C. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan;

d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

€. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indosnesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402) ;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan

N
\ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian

\




Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017, Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
136) ;

Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri nomor
15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 gtentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomotr 1781) ;

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan RPIJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 46) ;

Peraturan Dearah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Nomor 46) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota ProbolinggoTahun2025-2024
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9 ) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024
Nomor 9) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Pengarusutamaan Gender;



U. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun

2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 96);

V. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustria

dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

W. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang RPJMD

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Probolinggo

X. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Indikator

Kinerja

Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

1. 3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.

1.3.2.

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian
dan Tenga Kerja Tahun 2025-2029 memiliki maksud agar Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo mampu
menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan Pembangunan
selama 5 (lima) Tahun , khususnya dengan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Probolinggo Tahun 2025-2029 .

Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja :

a) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan urusan Tenaga Kerja dan
Urusan Perindustrian selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja dalam mendukung Visi dan Misi Wali kota
Probolinggo.

b) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan
dan sub kegiatan dalam Pembangunan Urusan Perindustrian
dan Urusan Tenaga Kerja sebagai dasar dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja selama periode tahun 2025-2029.

c) Menyediakan pelaksanaan program, dan kegiatan dinas dengan
prioritas Pembangunan Daerah serta kebutuhan Masyarakat di
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo selama periode



>

tahun 2025-2029;

d) Menyediakan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah
sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja
tahunan dalam Upaya mendukung pembangunan daerah yang
inklusif dan reponsif gender

e). Mengimplementasikan Pengarustamaan Gender sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor Tahun 2020 tentang

Pengarustamaan Gender.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota
Probolinggo Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan

sistematika sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Renstra

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra
1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Renstra.

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.1.5. Mitra PD dalam pembinaan pelayanan (jika ada)

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (Jika ada)

2.1.7. Kerjasma Daerah yang menjadi tanggung jawab PD (apabila ada)
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2. 1Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB Illl TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN.

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4. Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

\



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Uraian Program

Uraian Kegiatan

Uraian Subbagian beserta Kinerja , Indikator, Target, dan Pagu
Indikatif ;

Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program,
Prioritas Pembangunan Daerah ;

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perangkat Daerah ;

Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP




BAB I1
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dibentuk
berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.
Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

w

Bidang Perindustrian, Membawahi :

a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

s

Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja,membawahi:

a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

bl

Bidang Hubungan Industrial, membawahi :

a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

6.

Unit Pelaksana Teknis Daerah




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
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Adapun uraian tugas di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program dan keuangan. Sekretaris mempunyai fungsi :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Administrasi Barang Milik Daerah;

Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Administrasi Umum Perangkat daerah;

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.1 Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi:

1

© O N O U AW N

=
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Peningkatan Sarana dan Prasarana Prasarana Disiplin Pegawai;
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
Pemindahan Tugas ASN;

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;

. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;

dan
Pengoordinasian pelaksanaan Analis Jabatan, Analis, Analisis Beban

Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi:

1.

o kAW

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Penyediaan Peralatan rumah Tangga;

Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

10



Penyediaan Bahan/Material;
Fasilitasi Kunjungan Tamu, terdiri atas kehumasan dan protokol;
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD);

10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD;

12. Koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur Kerja; dan

13. Pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor,
serta pelayanan kerumahtanggaan.

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi;

1.  Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;

2. Pengamanan Barang Milik daerah SKPD;

3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD;

4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD;

5. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD;

6. Penataushaan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan

7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
meliputi:

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan;

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

3. Pengadaan alat besar;

4. Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;

5. Pengadaan mebel;

6. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;

7. Pengadaan aset tetap lainnya;

8. Pengadaan aset tak berwujud;

9. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;

10. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor; dan

11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya.

\ €. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, meliputi:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
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Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Besar;
Pemeliharaan Mebel;
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

0 0 N o U ok

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya;

10. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan

11. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlegkapan Kantor; dan

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.2 Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah,

b.

meliputi:

penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;

koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD

koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD

o Uk W=

koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar
realisasi kinerja SKPD

7. evaluasi kinerja SKPD

8. pelaksanaan akuntabilitas

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

3. Pelaksanaan penatausahaan dan penguijian /verifikasi keuangan
SKPD

Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

N o uoh

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan /

semesteran SKPD, dan
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8. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
C. Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat daerah,
meliputi:

1. Perencanaan pengelolaan retribusi daerah

2. Analisa dan pengembangan retribusi daerah, sertaa penyusunan
kebijakan retribusi daerah

3. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah

4. Pendataan dan pendaftaraan objek retribusi daerah (Sub kegiatan
berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan
dan pendaftaraan)

5. Pengelolaan data retribusi daerah (Sub kegiatan berlaku untuk
karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan
pendaftaraan)

6. Penetapan wajib retribusi daerah (Sub kegiatan berlaku untuk
karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan
pendaftaraan), dan

7. Pelaporan pengelolaan retribusi daerah

2. Bidang perindustrian
1. Bidang perindustrian mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan
industri, perizinan industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perindustrian mempunyai fungsi
a.Penyusunan dan Evaluasi rencana pembangunan industri, meliputi :
1. Penyusunan rencana pembangunan industri
2. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan
pengembangan, penyebaran, dan perwilayahan industri
3. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya
industri
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan daran dan
prasarana industri
5. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran
serta ,masyarakat, dan
6. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri
b. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPHI), Izin
Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

\ Kewenangan, meliputi:

1. Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
kewenangan kota dalam sistem informasi industri nasional (siinas) yeng

terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terinregrasi secara




eletronik, dan
2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang indutri dalam
lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan daerah
c. Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan
daerah, meliputi:
1. Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan
industri serta data lain lingkup kota melalui sistem informasi industri nasional
(siinas)
2. Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kota melalui siinas,
dan
3. Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan
kawasan industri lingkup kota dalam penyampaian data ke siinas.
3. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
1. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas
di Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja serta,
perencanaan kawasan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang
penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK), yang meliputi :
1. Penyusunan rencana tenaga kerja makro, dan
2. Penyusunan rencana tenaga kerja mikro
b. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
C. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, yang meliputi : pembinaan
lembaga pelatihan kerja swasta
d. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, yang meliputi: penyediaan
sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi
e. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil, yang meliputi : pelaksanaan
konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil
f. Pengukuran produktivitas tingkat daerah, yang meliputi : pengukuran
kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
g. Pelayanan antar kerja di daerah, yang melipuiti :
1. Penyediaan sunber daya pelayanan antar kerja
2. Pelayanan antar kerja
3. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
4. Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, dan
5. Perluasa kesempatan kerja
h. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1
(satu) daerah, yang meliputi :

1. Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi, dan
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2.

Pengawan dan pengenalian LPTKS

i. Pengelolaan informasi pasar kerja, yang meliputi :

1.
2.
3.

Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online
Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online, dan

Job fair/bursa kerja

j.  Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) didaerah, yang meliputi:

1.

2.
3.

Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia
(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran, dan
Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan.

K. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah, yang

meliputi : koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja

dalam 1 (satu) daerah

I.  Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi, yang meliputi :

1.
2.
3.
4,

Identifikasi potensi kawasan transmigrasi
Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan
Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasa transmigrasi, dan

Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasa transmigrasi

m. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, yang

meliputi :

1. Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang
berasal dari 1 (satu) daerah

2. Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk
setempat dan transmigrasi

3. Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan
transmigrasi

4. Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu)
daerah

5. Penyuluhan transmigrasi

6. Pelatihan transmigrasi

7. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi

8. Pendaftaraan, seleksi administrasi dan seleksi teknis calon transmigran
penduduk setempat

9. Perpajakan ke calon lokasi penempatan transmigran

10. Penyuluhan program transmigrasi kepada calon transmigran penduduk
asal

11. Pendaftaraan, seleksi administrasi dan seleksi calon transmigran penduduk
asal

12. Fasilitas pelatihan calon transmigran
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13. Pelatihan calon transmigran (keterampilan spesifik)
14. Pengangkutan dari desa ke desa
15. Penampungan kota
16. Cek kesehatan calon transmigran
17. Penyuluhan transmigrasi sebelum keberangkatan
18. Pendampingan dari kota sampai ke lokasi
19. Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku), dan
20. Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi
n. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian (kawasan
transmigrasi), yang meliputi :
1. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permikuman, dan
2. Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka

kemandirian satuan permukiman.

4. Bidang Hubungan Industrial
1. Bidang hubungan industrial mempunyai tugas di bidang hubungan industrial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang
hubungan industrial mempunyai fungsi:
a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaraan perjanjian kerja bersama
untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah, meliputi :
1. Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan
2. Pendaftaraan perjanjian kerja sama bagi perusahaan, dan
3. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan
jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja
dan penutupan perusahaan di daerah, meliputi:

1. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan
perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu)
daerah

2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan
penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1
(satu) daerah

3. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi
pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta

non afiliasi

\ 4. Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah, dan

5. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas

kesejahteraan pekerja
5. UnitPelaksana Teknis Daerah

1.4 URTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan
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teknis penunjang tertentu.
2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD vyang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
b.  pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
4. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD

ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas

2. Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Funsional
tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana

3. Ketentuan mengenai Kedudukan, penugasan, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana diatur dalam Peraturan
Wali Kota tersendiri dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur

tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

7. SOP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota

Probolinggo meliputi ruang lingkup pelayanan :

1.

2.

3.

SOP Bidang Perindustrian

1. SOP Fasilitas Sertifikasi Hak Merk

2. SOP Fasilitasi Pemenuhan Perolehan Ijin Usaha Industri (IUI)

3. SOP Pelayanan Penyediaan Informasi Industri

SOP Bidang Hubungan industrial dan Jaminan Sosial

1. SOP Laporan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial

2. SOP Laporan pencatatan LKS (Lembaga Kerjasama) Bipartit

3. SOP Laporan Pencatatan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)

4. SOP laporan pencatatan PP (Peraturan Perusahaan) dan pengesahan PKB
( Perjanjian Kerja Sama )

5. SOP Laporan Pencatatan SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh)

6. SOP Layanan Legalisir Surat Referensi Kerja Sebagai Syarat-syarat Pencairan dana
BPJS Ketenagakerjaan

SOP Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga

Kerja

1. SOP Pelayanan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)



2. SOP Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu AK/I
3. SOP Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan UMSI
4. SOP Pelayanan Bursa Kerja/Job Fair On Line

4. SOP PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI PADA UPTD BALAI LATIHAN
KERJA

. SOP Pendaftaran Peserta Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi di UPTD BLK
. SOP Seleksi Peserta Pelatihan

. SOP Pengumuman Hasil Seleksi Peserta Pelatihan

. SOP Daftar Ulang Peserta Pelatihan

. SOP Pembukaan Pelatihan

. SOP Proses Pelatihan

. SOP Pengolahan Hasil Proses Pelatihan

. SOP Sidang Kelulusan

. SOP Penutupan Pelatihan

10. SOP Asesmen

[
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1. SOP Bidang Perindustrian
1. SOP Fasilitas Sertifikasi Hak Merk
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2. SOP Fasilitasi Pemenuhan Perolehan Ijin Usaha Industri (IUTI)
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3. SOP Pelayanan Penyediaan Informasi Industri
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RamAiAm dfelaskan pad surut permetenan dat
F’I'I'I'l'l'..'l it
“hl |ﬂ| rn::l- ¢ [ Peugay oemhariian mras puki
pateimean rdrms ndus bejada
ﬂm jpamahnn

Cortariry -

+ 'Wakli penyslenggarasn Pehyanan
prkrriaeal |mdusitd dilsbasnakan jada hae
knra Senin samps Ssengan Al

Lo - Tidak dgunged hiaya
B [Mambariam deponss pamengnan garmniman FurE Permetinnan |1 Nasi herm
[t nddsln | Ietrrmsd it fmvel L)
i lﬂ!‘l‘.‘!ﬂﬂ'lh.l.l.ll Emh mengmeboiakan wunk S Permshnndgn
TR Fagkan behulshan permnBan Plormas @rﬂ I ¥ Gt [nduer
4 ilur::nrrn-ltm alaaan pamplak s o8 mmnihsn
permnien mhrEs indusn sesun) e niaen i
Merpurun dadar habolrhan permniaen miamaes
paing =1 T &
. i suda )
ced belenghapan dal yang Smii Beang MDA iorindis
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T Mambuat Kussioner permintaan data ndusti e Kuesinnes ik
— pesatiutian bishi e dats
B IMevemancaral den menguempitkan dats indust Heml wisicrer yorg Eeh
e L ) S
§  |Memesuitkan kuesioner data mdusi -— rikEr THEER
1 {Mergulah den memy usun rbrmes ndust sesua : Herlerp
i I
" st pergartar pemernihan permitsen ﬁ | haeikeem  |Sural Perganinr Petigas membarkan linda bukd paryarshan
12 [Meleporkan pemenubian permnksan nlommes Catsian
nda Farpargngan pemercinian permitssn
feka selambiatlamibanya 7 (Liuh) han
heajn
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2. SOP Bidang Hubungan industrial dan Jaminan Sosial
1. SOP Laporan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial

Pelalorama: Mwiu Bakou
DUraian Prossdur § Advticibag Fasi/ Kari/ Kateranpan
Kabid ! | Mediator IU | Kadis | Kelenplapan | Waltiu Oy
Kahid
S
Pemras meneprma beylres pene=inan Bl apends | ﬂﬁ_:a.t pengadman | Sural pengaduan
permasalshan Indangan industrisl dar . . arrat amasuk menit | diterimadan terhulic bisa
pamahen dasri ATE dicatat pads alny | des ampaikan secars
azendsz sarat Lisroanes maapim
+ marak dakivim wia pos 411
. setelahberkas pengadusm pemchor lenskap, 10 | Berkss Lpahilaberleas bebim
petagas mmemeriloa dan meanekhi borloas ATE manit | pemgaduan lngloap dikembalilian
penrssalahan kapads pernohon
Imbaezan Apabila madah
" trchagtrinl lerglisp dan benar
l‘ Lamray e diproses:
3. Apabila berkas mudah lenghap, petaga Foamgator, a0 Undangun
% selznmtnyz mersangzil para piah vang . . prouer, 4TE memt | pangzilan
- bersalisih antalt preces Elarifilasi dan madiass telapondan
L permasalaban (peoses pidang ) sepeda o ko
R N 4. Petngas melalaamalkorpgroses sadaire dihadin * Fuaans = &0 | Lembzrdaftzr
N cleh pars pihak yang berselisih P, miandf | hadiy, realals
\,};‘-‘ - berkes pernndms andan
f{ pengaiuan, UT] PeT]aTgLan
“f-‘. Neo2 Talum bersamms
s'ﬁa? 2008 dan ATE
Ko 5  Belawa sidang den diaviars pavs prhalk ads Korpoder, L20 Lembar avporan
%};.h kafz sepakat maka dibuad perjamanbersania - . - privder, 11T menit
4 Mo 2 Talun
4 2004 dan ATE
& Apabily tidale ads kats sspalatdan sidang Keoampiler, [20 | Lenther agnizen
disngzap culap, maka petazas merbasst prumey, LTTT et
ammrar wangdismmpailam kapeds parapihak =- Mo 2 Talmmn
yang hersebaih Dralaviwakby 10 har pava 2004 dan ATE
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pubualt haras mervbard javab an mensnms atan
menolik

7. Apshils pare pibak mesenime anoran, Egmptar, 130 | Lomber perjodio
selarijuinya dibust perisgian bersama, tetaps printer, U ‘menil | bercame el
apabila salah satu prhak atan kedoz balsh Ho 2 Taum proves dilespat b
pihak menclak, maka pthak yang mazda 004 dm ATE FHI
Amamkan ﬂapafmmqrﬂl@ay.ahﬂﬂm
selanutnya yaita ke PRI
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3. SOP Laporan Pencatatan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)

Palaksans Mt Balon
Uratan Prosedor § & ktvitas W agaf Staf |Kasi Keteranzan
K ahid | _ Eslangkapan | Waki byt
g ICahid
taf
1. Pomdgu imaernis balog peiry alalin Bl ageauds Smuma, | Surit panolonen dfeema | Somed parmboman, ternalis
panchon . > rmut mandk dan diny ddentar, pads by birs dlsgrpa b cec o
ATE agenida pumet 33k biegnmyg wan dilirom via
pos dil
di Setalah berkiy peargyeraan panohan ¥ 10 Barlad parmohonan Apab il barkas bebim
Lingkap, petages My fces dan mane 10 . ATE Bunit | peancatatin LES Bipane | benglap dkesba il
berloas Eegpada prmokion. Apsbila
andsh sbhap dan betiar
Imizomz diproses.
3. Apabils herles ondsh seomal hetemboa yats Eorvpaiter, 20 Lervibear tareds bl
ber libm petizas sslaiienes membniit printer dan ATE | mendt | pancatatan LES Bpms
lermhar tinds bkt pen st LES Bipartit. ‘
4. Pemigae mereonpae e b tmds Takts 1 Leartibar tarda bk
pencatatinn LES Bipas bepada Fasi f ATE thenit | pencataten LES Bpani
Eabid il dilcorslees labdh lanjut.
5. Apabily layber tends Buldd pane dlatan 10 Lombar tanda balad
£1dah Benar, pengsar berdas ATE wierdt | ponc atatan LES Bgpans
s flomn, Jeped v g uda D wmuk
dirahiliari
5, Develady ddeskilbing oluh Eep ks Drowee , petogar Enaln agaruds S | Lembar vayde T
s ornar bkt pen alaban kepada rurat ke hiar dan penicataten LES BEgpans
bigglan tara wssha (T ATE
6, Pempgue selamirrees weener et i buolon Emloy Hegieter Smemar, | Lemibir pareds bk
Tegicter dan AT peancatatan LES Bmeats
T Prmgasma@whnmmm Telephuore dan ljan. | Lemihar tands beikas
peticlatan LES Bpais bapeda panchon. Seped s HotoT peni atatan LES Epats




4. SOP laporan pencatatan PP (Peraturan Perusahaan) dan pengesahan PKB ( Perjanjian Kerja Sama )

Pelalama Touns Falma
Thradan Prosedur / Aldivitas Foasi ) ohaf | Foasis Eabaramgan
ki = Fads | Fdenglapan | VWialoa Ohsigmnt
Staf
1.  Pebizs mensrima berbme perormyt Bralod azerida Smendt | Suratnemokorne St permokorartertrtic
pemobor . sirat mash dar diterama davdicatat bira dimmpaitamn fecaa
LATE, pada tdniagzeedh ot | learng atan b ma pos
masik dll
4. Setelhberbne peremeamepemoko ATE, 10 Berhias pearmokorat Lrpebal Do e bam
%lﬂ@:-np.petl:gusmmuﬂﬁpdummg]ji - menit | percatatan PP dar Latemhap A emba b
erhae Pergzacabat PEE kepadapemaokoe Apabii
sidab lereion dar berar
lavgams diproses.
3. Apabih betas adabseaniboeterh g 1 Hoompaater, 30 Lemnbar tardabadcty
berkhin pes cebnpirrmmenm st . - prier o ATE, | menit | percaatan PP dan
lembrar tarada oot pedveatet a0 PP dan Pergzasabar FEER
pergesbar PER
4.  Detazme mercrampaiber lembar tavda buicd LTE, 0. Lembartarelabagdod
percaintar PE darpersze st PEE hepada mendt | percatatar PP da
Foas s Eabddveiids ddcarebe1 1ebily Tavqa . T — petgzacabar PR
&, tpabih lambar tardabodcd percamtar FP AT 10 Lembar tardatnit
danperzeaben PEE avbh befur, peniyze - meriit | percatxtan TP dar
k aihmri b epads Feapals Pevgmecabary PEE
D imbde disakbamr:
5. Getelah dishbatokh Eepals Dmvas, petiazme | Enabay i Smendt | Lembartardabubt
e T ruamor bndih percatnta hepada et be Jar dak pera atntar PP dag
haEmctain veaba (TTT). —. LTEL pereesalarn PER
fi, - Petiigns cebrjasmmencatar di badon --| Fuloa Regicter Smenit | Lembar tardabodt
Togicter T Jdar A TE P atutan PP dany
1 perszesabar. PEE
7 Petygemertrmpaikon bambar tards bkl - Telephume da 60 | Lembar terda bt
prercainta PP dayperszesbon PEE bepada Sepeda motar menit | percatmtan TR dan
pemokon perealban PEE
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5. SOP Laporan Pencatatan SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh)

Polalzana Mutu Balm
Uraian Prosedur | Alctiitas Kasi/ | Swaf |Kasif R
Kahid/ o Kadiz | Kelonglmpan | Walo Choput
Eahid
Staf
1. Pemzas menermms herlias prarsyar abat Eadlkon ggenda 5 et Bﬁ*atpmnliman diterira Simat perrnohorat
perrokuor ._ At el ddan dary dicatar pada boaloy gmereds . | terpalis hisa
LTE sTat 1Tl disatipaikan cecars
Iangame atan il
wia pos dll
3. Setelah herlias peroyardtan perrodior LTE: 10 Eerkys penmodioet Spabila herkae hehm
levizkap, pebizas et iksa da e 1951 went. | percatatar SDYSE leryzleap dibierriba 13k e
herkas Eepada
paxtiobior. Spahila
sudah levighap dam
hemar langamgs
diproses:
3. Apwhila berkas sadshosesas i Keterdaum yrares Blomtapnater | 30 Lertibiar tarida bodltd
berTalny pebizas selagubns mwenbnat - proder dar ATE ment | percatatan SPPEE
lernbar tavoda Dkl peroc atatarn PSSR |
4. Pebagae mmercrarnges fharr leovbar tarda bk L TE 10. Lemabat tavda baalsts
pencatatayy SPASE Eepads Faci /) Fabid et | percatatan SPYEE
uribal dikorekisi lebih lTanjut, ey |
5. Apahily lewibar tands boldd pesc atatamn i B TE 10 Lertibar taruda ikt
sudah Detiar, pebigas karodian mendt | pericatatan SFASE
mergrarrpailian kepada Hepala Dias il
y . Setelak dizahibiare olsh Fepala Dinds, pehagas By agends Smenit | Letwbar tanda baali
preervivibe Puorner ikt pearoc atatan bepa dd st kelnar dan percatatan STYEE
baziartata usdha [T1T) ATE
7. Pebagac celanpaimera moenw atat dibailas Bulm Eezicter Syuevat | Lernbar tanda bkt
Tz ister o daty 4 TE pericatatan STEE
2. Peoizas mergeampailoan, lanbar tands bkl i Telephiote daxi £ Letubat tanda tiktd
peticatatan SPSER kepada permoloon . Sepeds ootdr thenit | pencatatan SESSE
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. SOP Layanan Legalisir Surat Referensi Kerja Sebagai Syarat-syarat Pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan

Pelalerana BiuwituBakon
Ursian Prosedur / Alrtivitas Kasi/ Kasi Keterangan
Kabid/ | Staf |p .0 TU | Kadis | Kelnglapan | Waloa Cruipru
Siaf
1. Petuges msmsrirs omat refera e Berje asli ATE 1] Surat, - et releres s ke ja
dsm Tonskapi - - menit | sl disy Totodeopi diteritia
2. Selenjeroes, petuges tneiner ey S I menit’ | Surit surat eferendikerjy | Spabile foroleopd sumd
¥eseme T3 gpabiah fotoliopi marst referanci ATE ashi dary fotekopd referariel kerjn belom.
Losrye cesmas i derimari aslivnee sesial dernsar
as lirgea dilsamitea Tikoan
lepads pamscdee Apabils
fidah, lergdenp dan banar
‘ langihume digrodes
3. #pabils oedih césual, peniges selan oo Stavpel legaliss | 1 mend | Lembar fotokaps smat
rrcerrd=bn bl starpe] ez bam pada dan LTED Teferenci Larjs
larriber fiotaliopd surar TefsTem of Barie .
4. TPémses mmergrarnpaiban lsrbos fotolopl IPwmena | Lemnbar fotclop: amat
st teferensi Joir{a ot 1elah dimitngbd . ATH refarensd ke
fege | nplistr Kepada Fabid e yurg
sovrrakEll i ditandatangand
5. - Apabile sudah dnandareman ] penEsys Toerr | Lemabar fotobopt oot
Lermadiar smrbnabaalikan stereme | dmer. &1 - 4 Sterrqel ditas TefeTercikerin
6, Petuzss sslanjutrmy s thehcatal daimgon Bk register I mendt | Lesmbar fotalops sumt
Te i dann ATHE refarensi e ja e tsldh
Alegalic i
7 Petuge meyanpadian lenbar fotokopd - 05 | Lenbar fotokopt nmat
et peferans Balja v telah dilesnbism et | Tefererei Berje vy telah
dan omet referen sl Kerja yaris =l Kepada dilezaliem
pranlbsnn
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1. SOP Pelayanan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)

3.SOP Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

Pelalzana Muitu Baleu
Uradamn Prosedur Pajahadt [
Oyrerwior | PPTICOS / Eetrrangan
Alctividay Fm:u Fesop thonds Sishmikln | PRCTEY K longhapan W aluiu Crhatpoat

1, Bf=nerima Meaza, F:U.‘Iﬁ], Dok — S memt | Memberkam Pehlg:a5 haras
hed: Zalon Diolonmen Lad pelaye bia iam rapd dan
— = — T
Indioneszia dan dan semyarmdan | wasrasan yamg biad
Petgas Folinat Calon baroriantun
Tlllil L(?%‘.CT’EI} %‘l?h.]]{{&mm

mesia :

2. Memyelaksi I PRCTETL Sural tugas yang 10 memt | Mengetats=n Pendaftaram CTE
Diokomen Patigas sah dari PPTEIS, Copr KTP Legalitas on line hemys dapat
Hekrat Calon Tenaga - i | (Karta Ta.nd:a.Petﬂ.u}uk], Copy Fehigas Hekrat dilaloulian, Ol=h
Kama Indoneiis [ FR SIF 1 5urat Tiin Pergeralan), Calen Tenag FPRECTEI yang talah
CTET) Copy SPR TEI (Famt Pengantar FenaIndomessa | di register loe dalam

Felrat TET) vang mash CPRCTETY sistern,
batlaloy,

3. Menyelalsi Copy ILTF, Copy B Copy 10 srmmit | ndud CTEI dam PRCTEI
Dokaman Calon AJeta Falaluran, Copy [iassh Tearmanam TEI dutang lneming lka
Tenaza Kanja - o E— Taralhiy, Copy Earta Percari Joa hiay megery Dimas Panmduitnan
Imdomesia [CTET) Earma(AE 1), Copy Baloa Hikah Daloarmen — dan Tenaza Hena

(Bila sud ah merdlehl, Foto dud Dolannen Eota Prcbholmezo
2lembar (warnal, Sorat B tersebnt hams

Eelarga (suamil sinf orang behar-bensr

faad wali) vang ditaseda tangan langhap dim

By, Surat kelarangan legal

pedramnnan dayy kabwwalan
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Entry Data TEL, ID PRCTED dan Dolraman 0 mamt | Benta Acara, Login ke Sisfem
Catak Doloumen - CTEL Eompatar, Prmey, EITEIL dan bz melshn 1T
Fmger Prnt, Konels Infernet, EebomPaspor | FREOTEL maka
_l_ Bahan Eomwipiter dim A TE. ' pIoEes pethbuatan
g:l-:_nmf'mpuim
rlba Aoars
N i parrbu atal] TE
bisa di proses
. Perardatamganan Beritz Acava KITEL dan | Smenit | Merzoreksi dan | Untak menghindan
Diolnumen Banta Rekam Pspor merandatanganm | kesalahan data -
Agark, KITEL dan - dolnonan - data yang talah &
Hakom FPaospor dolmmen rang | antr
telah dicatal
o Pemperahan Benta Acara KITEL dan S memt | Penyembhan Dolbunen vare
Dalounen Banta Raliom Paepor, serta Amplop Doleoman falah dicatak
Acars, KITK] dan tepsebnit kapada | diarahlran le
FEekom Paspox 3 | FECTEIuntuk | pbkak PPTETS dan
selammrtrom mstansi terkan
digunakan malahi PRCTEL
sabiag ibmaria
miesirys,
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2. SOP Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu AK/I

i 5 s Felakrana Mg Halo
‘Uraran rrose F
o n Regeptionds Operatin Fengerta | Fenempstan _ Felmangn
Adtivilas __ET"&}:I AR 7] Kerie Kata Kelenghapan Waktu Cratpie
1. Mamnms kadatargan blera Fast, Fapan Powmd | Hlembsriksn Petogas Feseptoans hams
tanu dar Peocan Kapa: | | EEIE;I : Inflrras pelaramar vang ramab, | berpalasn rapidan
sopan dun senyamdan | s wias aim rans
barcrantas pada hass
kepriasan Fablik
] Pas Photo{ el [ Inami | Totalis Bio Data Petugus yang merangas
4y, Fr. Copy hamb Perean Kaga dan berisal dan Pelugas Amta
- {50 — tepskhiv} Fi PermaleamdiDaty | Kapadan Pejdiat Posesisssl
Copy ETR.FL Copy Bioe dun Sarmee A T | Prngentie Kava
Fertifiiod
Bk T, 3 nmmi Mewdfmilton Pasean Blo Diats Playsran Kann din
* Bolpoid, Pergpany, Kanaanfek Parabaatrropan [ Dt
Eompater, Prier mevilapaiian ks Bass dan Sarver 507 [
[ e
* Eiodata PervaniBena:|  Smemi | Unink mengetaradats | Petugas varg merargan
s Pamyi shia s percal kane sebagzal | berses] davi Peuses Anbe
- hrhanpsrenpatan Flema dan Pejdat Fungsional
Fercan kegadan Pergantar Kaga
megnbanilan it
kewmanzan keye
Peraiahaan y=ng Sineml | Tegading Perrun Ferja vaig herlesil
Zelaswn ik s dabz Puberipaian Temzs otk errrp i i Porposahissn
Ferganggoran
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3. SOP Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan UMSI

Pelalsana hiiata Baloa Fetemnzan
Uralan Prosedur ) Aktontas YKasil | ahid | Sekre
Kadis Eelenglkapan Waktn Chitpaat
Staf BT ;

1. [derdifikact caloty pecerts himbiream 1. Alar tranep odtasl T4 hari | Tratabace calon peserta hitnhingam Calon peserta hams
berdasariat Proposal g manil Ke | r | l = | 4 Fam ’ ges1adl detizat
Digper ralyer sebalizne aurrey lapatizan, - idert ifilast PeT Sy arataty yang
calom peserta himbingan arnadian di st paserta telil diterdnaliat
SE Walikiota

4 hlawmbiat jaderal pelakcanasn Eegiatat Eorrpaiter dati 1 jarm Nlatrill pelabsaraan Kegiatan Terpat pelald cariaar

Ej ATE dieania il deryzan
alokacl daerdh
pesaris homabmEan.,

3. Eoorditee] derizan metaned tetod it g, -—--I 1. Alat transp ottasi 2 hari Traftar marma  macasmnber danc | Betaneiterkait
pelalcatran b ingare- Aot rasi [__I @ 3 Sirat Eepaction terripiat peladdcanaan | fenial derFas jernid
wrminieahia e permokungt Lemiatany pre Lotk s aliar

rarannmber dilaksazdian.

4. Blanboat SPThegiatan oarat pangsilan | Fortpnater dar 1 han Falernghapan admindetra o1 legiatan Diitatdstarizand ale
peserts himbiza E [ 1] 2 ATE Eadis

= L

5. Pergriapir lelanglapan peserts selama L Forrpidter, & TR, 1 han Tersediaters ebnmahar celara Dileriglapd che cklist,

brnbmar Laptop , LT, pelaksanaan banbmgzan
Eianers photo:

5. Pelabzavean binbirgadmotmeaet wirausaha | | o Fiians perterntan | 5 buary TPambaz s parsonil ¥ang bertiigzas, Peamnbaz i bizae

by dan Permberiay Bavdova: Peralatan —] | - | | Eloerparter, B TE, perpreraihan bindiran kepada pecerta diceniailan derizan
Laptop | LED pelatibuag kerrarhpazan mas ihe-
Eamers photo. WA TT per s ol

¥ Peminugtan Surdt Pertangzams Toraban Eonputer dan Shard | Pargretoran Surst Petangpme Eatas wralitn cetor

kegiatan [SPT) E:]_ AT Taodraban (5D T Wahe tepat wealita tanzzal 230 tap
talardora.
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8. Pabwuten Liporan Paipurne Begigan Emrgaamer dan 2Rl | Progres report per s beria Srbapuibaban
' ATE pettimdbangin vl
PR
kebijalom
1. Ale meportasi | 4hai | Rebapinidaei dits thse Updats st pasca
: keberhaciln bmasn wmenah banl | monmorne.
1. Fam: i
¥ Man@crmg beziatan uzdha b 3 -
wirtsaha bars, wrirad ala, lir
3. ATE
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4. SOP Pelayanan Bursa Kerja/Job Fair On Line

Pelaksina Ibata Baloa Eateranzan
Pejabat
Traran Prosedur ! = i
> T 510 Bunbangan Fenempatam
Aktreatas ) Pemsahaan ] Kalenslapan Walita Cratpit
Pangartar I aviy Eexa
1. Blenerma kedatanzan Meqa, Kaws, Soamert Membenlan pelaranan Pejabat Fanzsional
tarm dayl Pencan Eommiar A ramah, sopandan PergantarKerja
Ferja dan Pemsahaan serpari dan beronentasa [ hangs berpakaian vapl
pada kepaasan Pubhlk dai meripIiriFal
] wraparasar vang nas
2. Mengisibulo taam Bulox Tarm, 10 mermt Tertibs Bio Data Pencan |Biwo DiataPencan
dan mendaftar Boalpoint, Eeradan Pemsahaan d Eena dan Pemsahaan
merhear loizin Pergzars; Diata Base tevnmpan di Dats
!gc-egle torm Eompater, Farm Base
] AT, Titernat
3. Menanwbkan tertans Diaftay 30 et Memtasihtasi Fenoar Pehizas vang
infio oo rizan kerja, Lergongan, Mama Ketjaiminl mendapatlan menarga.tu hierasal
wifornasi pasarkena Penisahaan pekerjaan semial dengan dari Pejabat
darnanto penernpatan Eompater, bakat manatdan Fangsional Penzantar
kena foemal Internet ketrarrpalaniora Ferja
5 MEI‘—"—"E‘E‘I‘-‘ relasi, Telpon, Fax, S0 mernt Memtasilitas: perasahazmn | Fejsbat Puangsional
publileasi lowrongan Intervet, Kertas atan pengguna tenaga Pengamtary Kerja
kenadi EDEELE fomm e kerjauntal: mendapathan
Fursz Keyallob Far i Vg :
Enli niga ketjasesial
Lebartahannys
8. Penempatan Kenadi Fedung dan 10 mmearnt TeyadiviyaPerempatin | Percari Kerjairang
Fenahaan Pabnlk Tenaza Kenjadan herhasil ditemmpatihan
ISTNZITATIS] di Penisahaan
Penzangzgoran foamal
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4. SOP PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI PADA UPTD BALAI LATIHAN KERJA
1. SOP Pendaftaran Peserta Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi di UPTD BLK

S0P Pendafiaran Pasoria Polafikon Kevjo pada UPTD Soler [aikan Herje Kola Profolivggo

Enplatan AA
Ftad Program Staf Kioe T in | Masambat Kebmglapan Waldw Chgrur
Peotyges Kioe 3 in | menyiaphan judwal - Doboamen Feniakmnt ] Pelat
penyelenggasan pelatihan uela:mg gafn e - Korripaier | hard jes'u:u 15;;:
{akiati -, = Prinint F
Lagtg
Pengme Fios 3 mi | mengwmmmlan - B TE B
lengramsan pelathan berops brosur, - - Kompuies i <A
E?flfl,ahf_m J.':t:-d:[.;ﬂ. srst edaran, pagan ALY > ‘ - Frinior 30 ;iwl
pengurman, dll l - Internet
- . - BTK .
Pﬁ - Fins 3 in ] mesiyedislan form - :K-:_un['.:m:r 60 menit ;uml_.ﬂu
- [ntarmet
=ATE
Calon pereits trondaftar pecare mennal ke - Kompie: Blorikas2
Kand in | staurmsngin melabn lnk . - - Printey | 5 manit | Persmuatan
pendaftaran danskun SIAP FERTA - Intermet Perddafbarsan
Tidd{Legap 4| - Fiakn Tamn
lp Lot |y Bukt
Calon peserta meniiapat bukt pendaflaran = = e (0 ment | FAaarareR,
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2. SOP Seleksi Peserta Pelatihan

FOPSelelns Calon Paseria Pelplifran Kerjo pode UPTD Baled Laithan Kerfa ficio Probolinggo
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3. SOP Pengumuman Hasil Seleksi Peserta Pelatihan

SOF Penguumon Solefoi pada UPTD Balel Lafifton Kerfa Kota Proboiinggoe
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4. SOP Daftar Ulang Peserta Pelatihan

PELAKSANA MUTL BAKT
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5. SOP Pembukaan Pelatihan

PELAESANA MUTU BAKU
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6. SOP Proses Pelatihan
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7. SOP Pengolahan Hasil Proses Pelatihan

SOP Penpolahan Proswes Pelntlhaon peda UPTD Balal Lotthon Kerfe Ko Probollsggo
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8. SOP Sidang Kelulusan
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9. SOP Penutupan Pelatihan
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10. SOP Asesmen

FELAESANA MUTL BARAT
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2.1.3 SUMBER DAYA PD
Apabila ditinjau dari klasifikasi jenis kelamin, tingkat pendidikan formal

dan pendidikan jenjang aparatur, maka kondisi organisasi / lembagadapat

diketahui sebagai berikut :

a. Jumlah dan Jenis Kelamin
Jumlah karyawan di Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKota
Probolinggo berjumlah 66 orang terdiri dari :
JENIS TENAGA TENAGA | JUMLAH
KELAMIN PNS CPNS KONTRAK [ MAGANG| (ORANG)
Laki-laki 30 0 0 10 40
Perempuan 16 0 0 5 21
Jumlah 46 0 0 15 61
b. Tingkat Pendidikan
JENIS
NO :::i:gIKA PNS | CPNS TENAGA | JUMLAH KELAMIN osiA ND
N MAGANG |(ORANG) - >—T30 140
1. S2 12 - - 12 6 6 12 ND
2. S1 27 - 8 35 23 12 6 | 37 ND
3. SarjanaMud 1 - 0 1 1 ND
a/DIII
4. SLTA 6 - 5 11 8 3 3 1 ND
5. SLTP - - 1 1 1 - 1 ND
6. SD - - 1 1 1 - 1 ND
Jumlah 46 - 15 61 40 21 9 |52 ND
C. Tingkat Penjenjangan Aparatur
NO DIKLAT PIMPINAN o (L
total L P ND
1. | Diklat Pimpinan II 1 orang 1 - 1
2. | Diklat Pimpinan III 1 orang - 1
3. | Diklat Pimpinan IV 5 orang 1 4 5
Jumlah 7 orang 1 4 7

d. Saranadan Prasarana

NO

Jenis Sarana dan Prasarana

Jumlah/Satuan

NAKER

1. | Tempat Parkir Roda Dua

2
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2. | Tempat Parkir Roda Empat -
3. Ruang Pertemuan 2
4. Ruang Customer Service 1
5. Ruang arsip 1
6. Ruang Musholla 2
7. | Gudang 2
8. Paving Halaman 2
0. Pagar Gedung 6
10. | Taman Kantor 1
11. | Meja Kerja 58
12. | Kursi Kerja 176
13. | Kursi Rapat 56
14. | Lemari Arsip 15
15. [ Podium -
16. | Almari Buku/Kayu 9
17. | Lemari Kaca -
18. | Tangga Alumunium -
19. | Komputer PC 4
20. | Laptop 17
21. | Printer 12
22. | Kulkas 2
23. | Filing Cabinet 9
24. | AC 9
25. | Exhause Fan -
26. | Sofa 2
27. | Sofa Laktasi -
28. | Kursi Tamu 5
29. | Televisi 7
30. | Kendaraan Roda 2 12
31. | Kendaraan Roda 4 2
32. | Acces Point -
33. | Apar -
34. | Brankas 2
35. | Camera Digital 2
36. | Camera + Attachment 1
37. | CCTV 9
38. | Dispenser 1
39. | Harddisk 2
440. [ Layar LCD Projector 2
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41. | Mesin Fax 1

42. | Gorden 27
43. | Genset -
44. | Sound System 1
45. | Mic Wireles -
46. | PABX -

47. | Scanner -

48. | Sever Komputer 1
49. | Mesin Ketik 1
50. | Lemari Besi 1

51. | Penghancur Kertas -
52. Audio Aplifier -
53. | Bak Sampah Berroda 1

SARANA DAN PRASARANA RESPONSIF GENDER
(mengacu pad SE Walikota Probolinggo Nomor : 441.7/335/425.201/2024 perihal
Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas bagi Kelompok Rentan

KETERSEDIAAN
NO | SARANA PRASARANA TERSEDIA BELUM PENJELASAN

1. Ruang Laktasi v
2. | Tolitet Responsif Gender v
Toilet Khusus Kelompok
Rentan

Akses Disabilitas (Guiding
4, Block Jalan Landai dengan %
Lambat)
5 Jalur evakuasi bencana v
6. Kursi roda /tongkat/krek

7. Pojok Baca v
8

9

Y Belum ada

<

Arena Bermain untuk Anak v Terdapat di MPP
Loket Khusus Kelompok
Rentan

Parkir Khusus Kelompok
10. | Rentan v

2.1.3 Kinerja Pelayanan PD
Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat diukur
dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkanya.
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat

dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

Peningkatan Nilai
! Produksi Sektor Industri 50m 50M 50M 50M 50M 50M 50M

50M

50M

50M

49.971.274.9
39

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

Persentase Pencari

2 kerja yang ditempatkan
pada sektor Formal dan
Informal

78,30 | 83,30 | 8830 | 93,30
0,

78,30% % % % %

93,30% | 78,30%

83,30
%

88,30
%

93,30%

93.3%

100

100

100

100

100

Persentase Kasus yang
Diselesaikan dengan
Anjuran dan Perjanjian
Bersama

77,20 | 8220 | 87,20

60% 60% % % %

87,20% 77,20%

82,20
%

87,20
%

92,20%

19%

100

100

100

105,73

105,73

Persentase

64,50 69,50 74,50
0, 0, ) ’ )

4 | Kepesertaan 50% 50% % % %

Jamsostek

7450% | 64,50%

69,50
%

74,50
%

na

100

100

Persentase perusahaan
5 | yang memenuhi 70% 70% 70%
persyaratan kerja

100%

130%

Persentase penurunan
6 | kasus perselisihan 56% 56% 56%
hubungan industrial

178,57%

19%
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Sebagaimana pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan
tenaga kerja yang merupakan capaian indikator kinerja utama (KPU) sebagai
berikut :
a. Capaian Kinerja tahun 2023

Urusan tenaga Kerja

1. Pada indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan pada sektor

formal dan informal target 93,3 % realisasi 93.5% capaiannya 100,21 % tahun
Tabel
Capaian Kinerja Tahun 2023

T INDIKATGR |
| imersa | TARET | REALISAS! | CAPAIAN (%)

Muningkalrys Panmmpatan | Parseoniase #1,3% fis% 100.21%)
Tenaga Kans pada seitor | Pencarl kera
Farmal dan Infermal | yang ditampatoan

| pacts sekiol
 Formal dan
i Informsl

2. Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja dari target 70%
realisasi 70% capaian 100%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET |REALISAS| CAPAIAN (%)
Meningkainya | Persentase Perusahaan yang i
parindungan | memanuh persyarstan keda
TOMRgR NG Persantass pEnuUILNG kasus 56% 100% 178.57%

perssfisingn hubungan industrial

3. Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial target 56%
realisasi 100% capaian 178,57 %
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS| CAPAIAN (%)
| Persentase Perusahaan yang ;
memgnuhl pernyarstan kefda
Persantass pEnuUILNG kasus 56% 100% 178.57%
perssfisingn hubungan industrial
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Urusan perindustrian
1. Pada indikator kinerja peningkatan nilai produksi sektor industri target 50
M realisasi 51.597.542.196 capaian 103,20%
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
Merenghpinys days | Panmghatan M 50000000000 | 51687542 150 H20%

b. Capaian Kinerja tahun 2024
Urusan tenaga Kerja
1. Pada indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan pada
sektor formal dan informal target 98,3 % realisasi 98,3% capaiannya
100 % tahun
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN DR O | TARGET | REALISAS! | CAPAIAN (%)
[ Bebuaiy yB Panmmpatan | Parsendias o o o
.' Wﬂ:m;ﬂa e e 983% | 983% 100 %
Farmai dan |nfermal | yang dtampatoan
i pads saxlof
| Formal dan
i informal

2. Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja dari target
72% realisasi 91% capaian 130%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN | INDIKATOR KINERJA TARGET |[REALISAS| CAPALIAN (%)
hhqh'@um Poersantase Perusahaan yang 72% 91% 130%
parindungan | memanuhl persyarstan kesda
Tenaga Kesja

Persentase penurunan kasus 57% 11% 19%
perssfisingn hubungan ndustrial
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3.

Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial target 57%
realisasi 11% capaian 19%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN INDIKATOR KINERJA | TARGET |REALISAS| | CAPAIAN (%)

S T E L O G2 0 | ) s

| Meningkatya i‘ﬁﬁant'&se Panuisahasn yang
parindungan | memesnuhl perayarstan kesda

T

72% 91% 130%
enaga Refs

Persentase penurunan kasus o - -
parsefisinan hubungan industrial | °' % 1% 19%

Urusan perindustrian

1. Pada indikator kinerja peningkatan nilai produksi sektor industri target
50 M realisasi 49.971.274.939 capaian 99,94%
Tabel Capaian Kinerja 2024

| Mernghainys daym | Penmgiaisn Nita SODO0OB0 N | 49.971.274.939 99,94 %

mEng Sekior indvain

SASARAN | INDIKATOR THGET_ _HEALIHAEI CAPAIAN |

. KINERJA

Produks| Sskior Indusin

2.1.4 SUMBER DAYA ANGGARAN

%

Sumber daya anggaran pada dinas perindustrian dan tenaga kerja berasal
dari dana APBD Kota Probolinggo yang dipergunakan untuk melaksanakan
Program Kegiatan. Adapun rencana program dan Kkegiatan serta
pendanaan indikatif pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota
Probolinggo Tahun 2025 — 2029 tersaji pada tabel realisasi annggaran
realisasi dan pendanaan

Pada tabel tersebut dibawah ini dapat dilihat bahwa perbandingan antara
anggaran dan realisasi dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.225.432.276
realisasi Rp. 11.423.907.585 atau sebesar 86,38% penyerapan anggaran
belum maksimal ini salah satunya pada program pelatihan kerja dan
produktifitas tenaga kerja kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan

unit kompetensi sub kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan

< pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi.

- Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak mencukupi
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Untuk tahun 2024 pagu anggaran sebesar 12.662.919.972 realisasi
11.879.333.870 sebesar 93,82% penyerapan anggaran belum maksimal

dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Probolinggo

2020

Peningkatan
Koordinasi,
Integrasi,
Sinkronisasi dan
Sinergi (KISS)
Perencanaan 133.399.480
Bidang Koperasi,
Usaha Mikro,
Perdagangan,
Perindustrian Dan
Pariwisata

126.808.25

0 95,06

Pembinaan dan
Pelatihan
Keterampilan Kerja
bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat 50.000.000,00
melalui Pelatihan
Wirausaha Mandiri
bagi Kepala Rumah
Tangga Perempuan

66.447.500,

00 132,90

Pembinaan dan
Pelatihan
Keterampilan Kerja
bagi Tenaga Kerja
dan Masyarakat
melalui Pelatihan
Wirausaha Mandiri

83.323.000,

66.450.000,00 00

125,39

207.278.50
0

209.045.400 99,15
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Pelatihan dan
Produktifitas Tenaga | 158.009.300
Kerja

155.007.40

0 98,10

Balai Latihan Kerja 95.631.900 95.272.700 99,62

Penguatan
Kelembagaan dan
Penye!elsalan 81.446.900 80.313.900 98,61
Perselisihan

Hubungan Industrial

Fasilitasi

Persyaratan Kerja,
Pengupahandan | 29.300.150 26.735.450 S

Jaminan Sosial

2021

Penyusunan
Rencana

Pembangunan 372-751-00 372.713.818,0 9998
Industri
Kabupaten/Kota

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan 191.209.20 130.448.450,0
Pembangunan 0 0

Sarana dan
Prasarana Industri

68,22

Evaluasi terhadap
Pelaksanaan
Rencana 1.600.000 1.600.000,00 100,00
Pembangunan
W Industri

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan

: Perizinan di Bidang
SO Industri Dalam 14.874.000 11.361.000,00 76,38
Lingkup IUI, IPUI,
IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/ Kota
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Fasilitasi
Pengumpulan,
Pengolahan dan
Analisis Data
Industri, Data
Kawasan Industri
serta Data Lain
Lingkup
Kabupaten/Kota
melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SlINas)

30.600.000
,00

27.093.450,00

88,54

Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatin
Keterampilahan bagi
Pencari Kerja
berdasarkan Klaster
Kompetensi

806.323.70
0

770.477.280

95,55

Koordinasi Lintas
Lembaga dan Kerja
Sama dengan
Sektor Swasta untuk
Penyediaan
Instruktur serta dan
Pra Lembaga
Pelatin Kerja

89.367.820

83.405.015

93,33

Pelayanan antar
Kerja

158.440.50
0

153.491.600

96,88

Job Fair/Bursa Kerja

101.129.00
0

101.025.000

99,90

Penyediaan
Layanan Terpadu
pada Calon Pekerja
Migran

9.075.000

9.022.000

99,42

Pengesan Peraturan
Perusahaan bagi
PerUsahaan

35.390.000

35.310.000

99,77

57




Penyelenggaraan
Pendataan dan
Informasi Hubungan
Industrial dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja serta
Pengupan

43.577.500

38.977.500

89,44

pencegahan
Perselisin Hubungan
Industrial, Mogok
Kerja, dan
Penutupan
PerUsahaan yang
Berakibat/Berdampa
k pada Kepentingan
di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

73.280.500

70.549.860

96,27

Penyelenggaraan
Verifikasi dan
Rekapitulasi Kean
pada Organisasi
PengUsaha,
Federasi dan
Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat
Buruh serta Non
Afiliasi

50.000.000

50.000.000

100,00

2022

Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Industri
Kabupaten/Kota

194.641.800,00

365.890.370,00

187,9

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Kebijakan
Percepatan
Pengembangan,
Penyebaran dan
Perwilayahan
Industri

108.025.800,00

0,00




Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
pelaksanaan
Pembangunan
Sumber Daya
Industri

108.025.800,00

107.709.620,00

99,71

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Industri

299.999.800,00

486.179.161,00

162,0

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pemberdayaan
Industri dan Peran
Serta Masyarakat

3.589.465.000,00

2.437.639.163,00

67,91

Evaluasi terhadap
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Industri

1.999.900,00

3.599.800,00

180,0

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Perizinan di Bidang
Industri Dalam
Lingkup UL, IPUI,
IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/ Kota

21.026.000,00

34.913.500,00

166,0

Fasilitasi
Pengumpulan,
Pengolahan dan
Analisis Data
Industri, Data
Kawasan Industri
serta Data Lain
Lingkup
Kabupaten/Kota
melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINas)

39.449.900,00

68.177.970,00

172,8




Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan
Keterampilan bagi
Pencari Kerja
berdasarkan Klaster
Kompetensi

3.419.187.850,00

2.016.543.501,00

58,98

Koordinasi Lintas
Lembaga dan Kerja
Sama dengan
Sektor Swasta untuk
Penyediaan
Instruktur serta
Sarana dan
Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja

94.508.610,00

93.073.806,00

98,48

Penyediaan
Layanan Terpadu
pada Calon Pekerja
Migran

2023 - 2024

Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Industri
Kabupaten/Kota

35.000.000,00

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Sumber Daya
Industri

106.384.000,00

91.658.800

97,86

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Industri

175.385.700,00

103.102.700

95,00

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pemberdayaan
Industri dan Peran
Serta Masyarakat

1.000.000,00

8.837.980

91,56
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Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Industri

1.500.000,00

1.500.000

100

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Perizinan di Bidang
Industri dalam
Lingkup 1UI, IPUI,
IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/ Kota

10.000.000,00

7.750.000

91,48

Fasilitasi
Pengumpulan,
Pengolahan dan
Analisis Data
Industri, Data
Kawasan Industri
serta Data Lain
Lingkup
Kabupaten/Kota
Melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SlINas)

35.730.300,00

33.065.400

91,19

Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan
Keterampilan bagi
Pencari Kerja
berdasarkan Klaster
Kompetensi

133.038.300,00

3.632.348.079

89,53

Koordinasi Lintas
Lembaga dan Kerja
Sama dengan
Sektor Swasta untuk
Penyediaan
Instruktur serta
Sarana dan
Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja

201.138.520,00

169.085.520

91,08

Pelayanan antar
Kerja

27.750.000,00

Perluasan

58.936.500,00

86.686.500

99,65
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Job Fair/Bursa Kerja

9.075.000,00

11.985.000

99,67

Penyediaan
Layanan Terpadu
pada Calon Pekerja
Migran

2.910.000,00

Penyelenggaraan
Pendataan dan
Informasi Sarana
Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja serta
Pengupahan

39.999.800,00

18.099.800

95,89

Pencegahan
Perselisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampa
k pada Kepentingan
di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

110.570.000,00

81.075.800

99,09

AT iy
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2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang

mempunyai tugas dan fungsi tantangan sebagai berikut :

No. Urusan Sasaran Layanan Peluang

1. | Perindustrian Pelaku Usaha e Rekomendasi Izin

e Pelaporan Usaha

e Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
(HKI), Merk dan Halal, Sertifikasi
TKDN

2. | Ketenagakerjaan| e Perusahaan

Fasilitasi Pembinaan HI bagi

Perusahaan

Pelaporan PHK

e Fasilitasi Penyelesaian Perselihan
HI

Penerbitan SK pengesahan PP

pendaftaran PKB, Pencatatan
PKWT, SP/SB dan LKS Bipartit

e Pelaksanaan Job Fair

e Lembaga e Kerjasama tenaga Kerja Instruktur
Pelatihan
Kerja e Batuan Usaha pada peserta

e Pelaku Usaha| pelatihan yang mempunyai
sertifikat
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2.1.6 Mitra PD dalam pemberian Pelayanan

Urusan Perindustrian

1. Perangkat Daerah Internal Pemerintah Daerah

Nama Perangkat _
No. Peran dan Kolaborasi
Daerah
Sinkronisasi program
. perindustrian dengan dokumen
1. Bapperinda
perencanaan daerah (RPJMD,
Renstra, RKPD)
Pembinaan industri kecil dan
2. DKUP menengah (IKM), fasilitasi
pembiayaan dan
Dukungan akses pasar, promosi
produk industri lokal
Pengembangan infrastruktur
3. Dinas PUPR
kawasan industri
4 Dinas Lingkungan Pengelolaan limbah industri, izin
' Hidup lingkungan

2. Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat

No

Lembaga

Peran

Kementerian

Perindustrian

Kebijakan nasional sektor
industri, bantuan teknis dan

pengembangan IKM

Kementerian

Tenaga Kerja

Pelatihan berbasis industri dan

sertifikasi

3. Lembaga Non-Pemerintah dan Swasta

No

Mitra

Peran

Asosiasi Industri (API,
KADIN, HIPMI, dil.)

Kemitraan usaha, input

kebijakan, promosi




URUSAN TENAGA KERJA

MITRA PERANGKAT DAERAH
1. Perangkat Daerah Internal Pemerintah Daerah

Nama Perangkat
No Peran dan Kolaborasi
Daerah
Penyusunan dokumen
1 || Bapperinda perencanaan strategis dan
tahunan ketenagakerjaan
Sinkronisasi antara lulusan
2 | Dinas Pendidikan
vokasi dan kebutuhan pasar kerja
Pengembangan wirausaha tenaga
3 | Dkup .
kerja lokal
Pendampingan tenaga kerja
rentan dan penyandang
4 Dinas Sosial dan DP3A
disabilitas dan Perlindungan
Tenaga kerja Perempuan
5 Dinas Kependudukan| Validasi data pencari kerja dan
dan Catatan Sipil tenaga kerja lokal
Penegakan Perda terkait
Satuan Polisi Pamong
6 Prai ketenagakerjaan (izin LPK,
raja
) pelanggaran normatif, dil.)

2. Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat

No Instansi Peran
Kementerian
. Kebijakan nasional, bantuan
1 | Ketenagakerjaan ] L .
teknis, sertifikasi kompetensi
(Kemnaker RI)
Penempatan dan perlindungan
3 || BNP2TKI / BP2MI L .
tenaga kerja migran Indonesia
4 BNSP (Badan Nasional| Sertifikasi kompetensi kerja dan
Sertifikasi Profesi) LSP




3. Lembaga Non-Pemerintah dan Swasta

No Mitra Peran
! BLK Komunitas dan| Penyelenggaraan pelatihan kerja
Swasta berbasis kompetensi
) Perusahaan dan Dunia| Penempatan kerja, magang, link
Usaha/Industri (DU/DI)| and match SDM
Asosiasi Profesi dan
) Penyusunan SKKNI, masukan
3 || Dunia Usaha (KADIN, B
kebijakan ketenagakerjaan
APINDO, HIPMI, dll.)
4 Perguruan Tinggi dan| Pengembangan SDM, penelitian
Lembaga Vokasi pasar kerja
5 Lembaga Keuangan| Dukungan pembiayaan program
(Bank/Non-bank) kewirausahaan tenaga kerja
6 Serikat Pekerja/Serikat| Perlindungan hak-hak pekerja
Buruh dan mediasi hubungan industrial
. Lembaga Swadaya| Advokasi tenaga kerja rentan dan
Masyarakat (LSM) pendidikan ketenagakerjaan
Sosialisasi dan penyebaran
8 | Media Lokal
informasi pasar kerja

2.2. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

tentang Kedudukan, Susunan Organsiasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, untuk Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja mengampu dua urusan yaitu urusan Industri dan Urusan

Tenaga Kerja maka secara umum pelayanan di Dinas Perindustrian dan

Berdasarkann Peraturan Walikota Probolinggo Nomor — Tahun 2022

Tenaga Kerja, permasalahan sebagai berikut :
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No. | Masalah Pokok |

Masalah

Akar Masalah

URUSAN TENAGA KERJA

1. Lapangan pekerjaan
belum dapat
menampung kebutuhan
pencari kerja, termasuk
bagi kelompok
disabilitas

1. Pertumbuhan lapangan kerja tidak
sebanding dengan pertumbuhan
angkatan kerja

2. Kurangnya aksesibilitas di tempat
kerja (fisik maupun non-fisik).

1.Penciptaan lapangan kerja
baru belum sebanding dengan
jumlah angkatan kerja baru

2. Kurangnya pelatihan kerja
yang inklusif dan responsif
gender

3 Anggapan bahwa penyandang
disabilitas tidak produktif.

Masih adanya kasus
perselisihan hubungan
industrial

Belum Optimalnya perusahaan yang
memenuhi perssyaratan kerja dan
penurunan kasus perselisihan
hubungan industrial

Rendahnya kesadaran
perusahaan terhadap pentingnya
penerapan prinsip keadilan dan
kesetaraan gender.

URUSAN INDUSTRI

1. Belum optimalnya nilai
tambah produksi sektor
industri

1. Kurangnya kebijakan industri yang

responsif gender

2. Keterbatasan akses pada
pembiayaan, infrastruktur, dan
pasar ekspor.

1.Rendahnya  Inovasi  dan
Teknologi  dalam  Proses
Produksi

2. Perempuan kesulitan
mengakses modal, pelatihan,
dan jaringan pasar

Kurangnya daya saing
produk

1. Kualitas SDM Belum Memenuhi
Kebutuhan Industri

2. Rendahnya Daya Saing Tenaga
Kerja Industri

3. Terbatasnya Akses Pelatihan dan
Sertifikasi Kompetensi

4. Daya Saing Produk Industri Lemah
di Pasar Domestik dan
Internasional

9. Terbatasnya Akses UMKM Industri
terhadap Proses Branding dan
Sertifikasi

6. Lemahnya Pemahaman terhadap
Pentingnya Merek dan Standar
Produk

1. Rendahnya Kualitas SDM,
terutama Perempuan dan
Kelompok Rentan

2. Lingkungan Kerja Tidak
Inklusif dan Kurang
Mendorong Inovasi

2.2.2

ISU STRATEGIS

Isu-isu Strategis adalah Kondisi atau Hal yang diperhatikan dalam
perencanaan Pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan
atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja kepada masyarakat. Analisa Isu - isu Strategis di
identifikasikan  berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas
Perindustrian dan Tenaga kerja dalam menjalankan Pemerintahan ada
berbagai permasalahan.

Untuk merumuskan Isu Startegis Perangkata Daerah dapat di

jabarkan dalam table 2.1, sebagai berikut :

67




Tabel 2.1

Teknik menyimpulkan Isu Strategis PD

Table 2.1

ISU STRATEGIS

Potensi Daerah

Isu KLHS Yang

Yang Menjadi Permasalahan PD R et Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD Isu Strategis PD
Kewenangan PD
Daerah PD
Global Nasional Regional
1 2 3 4 5 6 7
Urusan Tenaga Kerja
Pengelolaan 1. Lapangan pekerjaan Meningkatkan Kota Probolinggo, yang Melanjutkan 1. Penanggulangan | Belum Optimalnya
informasi pasar belum dapat Sumbgr Daya terletakl di pesisir utara pengembangan kemiskinan dengan | Perluasan Kesempatan
kerja dan menampung kebutuhan {\)/Iarllus:?\ %/ang iJavllla 'lll'lmur, dengan kota |nfra§trlf(kttli|(r dan perluasan Kerja Baru yang
fasilitasi Eenpirll kerja,ktermasuk meerlalljji e keer-2eCI se-Jawa Timur, Irgpe)ghnggar? k::}a yang kesempatan - kerja; BerkelanjUtan dan
penempatan agi Kelompo peningkatan dengan melihat kondisi berkualitas, perluasan akses | Berkualitas
kerja disabilitas Pendidikan dan dimana menurunnya mendorong layanan dasar untuk
. Masih adanya kasus Kesehatan dari permintaan dari Tiongkok kewirausahaan, meningkatkan Belum Maksimalnya
Mediasi dan perselisihan hubungan Penyediaan bisa memengaruhi mengembangkan kualitas hidup; | Mekanisme
fasilitasi industrial II:elatih‘;em berbasis ekspo: i Ikodmodit?as industri kgeati& serta perluasan akses Penyelesaian
ompetensi unggulan di Indonesia, mengembangkan i .
sehingga sehingga perlu agromaritim industri EZ:;jaak:rJa uyr:s; ;’e(;sells_lhlan Hubungan
memperluas akses meningkatkan daya di sentra produksi layak dan ndustria
pasar kerja dan saing  produksi  dan melalui peran aktif )
Memperluas Meningkatkan  tenaga koperasi meningkatkan
kesempatan kerja kerja agar tembus pasar pendapatan;
global. perluasan akses
fasilitas kesehatan
dan fasilitas

pendidikan bagi
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Urusan Perindustr

ian

1. Sektor industri
pengolahan
memberikan
kontribusi yang
signifikan
terhadap PDRB
Kota
Probolinggo

1. Belum optimalnya nilai
tambah produksi sektor
industri

2. Pertumbuhan
nilai produksi
relatif stabil

2. Kurangnya daya saing
produk

Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi melalui
peningkatan
industri lokal yang
di fasilitasi dengan
Desain Kemasan
Produk & Logo
Produk untuk IKM
serta Fasilitasi
Sertifikasi Merek
untuk IKM agar
produk lokal bisa
bersaing sesuai
kebutuhan pasar
global

masyarakat miskin;
pengembangan

program  ekonomi
dan kewirausahaan
serta program yang

efektif untuk
mengatasi
kemiskinan.

2. Penguatan

Sistem Demand -
Driven
Ketenagakerjaan

1. Penguatan Kawasan
Peruntukan Industri
Berbasis Potensi
Daerah pengolahan
hasil laut dan
agroindustri

1. Rendahnya Daya

Saing dan
Produktivitas Industri
Lokal yang ramah
lingkungan

2. Pengendalian
Pencemaran dari
Aktivitas Industri dan
masih rendahnya
penerapan produksi
bersih

2. Sektor Industri Belum

Menjadi Sektor Basis
Ekonomi
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3. Kegiatan usaha
industri rentan
terhadap Bencana
dan Perubahan Iklim

e Pemantapan
Pertumbuhan dan
Pemerataan
Ekonomi Daerah

e Percepatan
Peningkatan  Daya
Saing Sektor
Unggulan Daerah
melalui Modernisasi

Sistem serta
Penguatan
Konektivitas,
Kolaborasi dan
Integrasi  Ekonomi
Syariah
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BAB. III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perindustrian dan tenaga kerja Kota Probolinggo Tahun
2025-2029.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu
strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari
suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Probolinggo, didasarkan pada Visi RPJMD Kota Probolinggo tahun 2025 — 2029
yaitu:

“ MEWUJUDKAN KOTA PROBOLINGGO YANG TANGGUH, BERKELANJUTAN,
SEJAHTERA, MODERN DAN ADAPTIF ”

Untuk mendukung visi tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
mendukung dua misi yaitu urusan tenaga Kerja mendukung Misi 2 yaitu “ Akselerasi
Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan” dengan
tujuan “Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan serta pelestarian kebudayaan”
dan sasaran “ Tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing. Sedangkan urusan
industri mendukung Misi Il “Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah yang
didukung Integrasi Ekonomi Digital”. Dengan tujuan Akselerasi Pengembangan
Ekonomi Berbasis Sektoral” dan sasaran Peningkatan Nilai tambah dan Produktivitas
sektor unggulan Daerah

Sehingga dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 maka ditetapkan tujuan Renstra Tahun
2025-2029 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah : “ Tenaga Kerja yang

Kompeten dan Berdaya Saing serta Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri”

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029
Sasaran merupakan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan dalam bentuk indikator yang dapat diukur, spesifik, mudah dicapai, dan
rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
sehingga kinerja perangkat daerah dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.
Tujuan dan sasaran merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk
mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam

y periode tertentu.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan
dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian
kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung

ncapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria specific, measurable,
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achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C).
Berdasarkan rumusan tujuan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja menetapkan 3 (tiga) sasaran yaitu :
1. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri

3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan,

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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NSPK : Penguatan

Tabel 3.2

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

sistem Dema.nd Driven . Meningkatnya (TPKA) 71,01 71,05 71,09 71,13 71,17 71,21
Ketenagakerjaan
Kesempatan dan
. Produktifitas
sasaran : Tenaga kerja Tenaga Kerja 2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial
yang kompeten dan ga fer) - L-axtipan Repe 62,52 | 6445 | 6632 | 6819 | 70,06 | 71,93
. . Ketenagakerjaan
berdaya saing Tenaga Kerja yang
NSPK : Peningkatan berkompet_en .
. berdaya saing serta
daya saing sektor .
unggulan daerah ;ner(;mkglff‘tnya - Meningkatnya Persentase Peningkatan Nilai Produksi
melalui moderenisasi roduktifitas Daya Saing ning 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94
. Sektor Industri . sektor Industri
sistem serta penguatan Sektor Industri
konetivitas dan
kolaborasi
Sasaran : Peningkatan
nilai tambah dan
produktivitas sektor
unggulan daerah
. Meningkatnya
kinerja Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas
Sekretariat penyelenggaraan | Kinerja Istansi Pemerintah) 76,69 76,75 76,80 76,85 76,90 76,95

pemerintahan
yang akuntabel

Disperinnaker
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3.3. STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN

SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Strategis adalah cara yang di tempuh dalam rangka pencapaian misi,

stratrgis diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang

akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi

dan Misi, terutama dalam menjabarkannya

Pembangunan Kota Probolinggo

pada kebijakan perencanaan

selama lima tahun kedepan. Maka Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah menetapkan strategis

untuk mewujudkan
berikut :

tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebagai

Visi
Adaptif

: Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh,Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan

saing serta meningkatnya
produktifitas sektor industri

3. Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel

Tujuan PD Sasaran PD Strategi PD Arah Kebijakan
Tenaga kerja  yang [1. Meningkatnya Meningkatnya Akses 1. Meningkatkan Kerja
kompeten dan berdaya Kesempatan dan Tenaga Kerja terhadap Sama Strategis dengan
saing serta meningkatnya Produktivitas Tenaga | Pelatihan Kerja Berbasis Dunia Usaha dan
produktifitas sektor Kerja Kompetensi dan Industri (DUDI) serta
industri Penempatan Tenaga Memperluas dan

Kerja melalui Bursa Kerja Mempermudah Akses
dan Kerja Sama dengan Informasi Pasar Kerja
Dunia Usaha 2. Peningkatan
Kepesertaan Tenaga
Kerja dalam Program
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Misi Il : Ekonomi Inklusi Berbasis Potensi Lokal Daerah yang Mendukung Integrasi Ekonomi
Digital
Tenaga  kerja  yang | 2. Meningkatnya Daya Meningkatnya  Daya | Mendorong penguatan
kompeten ~dan berdaya | Saing Sektor Industri Saing dan Produktivitas | daya saing IKM melalui

Sektor Industri
Unggulan Daerah
melalui  Modernisasi
Sistem Industri dan

Penguatan Kolaborasi
Multipihak

Memperkuat tata kelola
penyelenggaraan
pemerintahan melalui
penguatan Sistem
Pengendalian

Intern

peningkatan
produktivitas, inovasi,
serta pengembangan
ekosistem
industrialisasi yang
terintegrasi dan
berkelanjutan

1.Penguatan
implementasi
secara konsisten

di seluruh bidang
2. Meningkatkan kualitas

SAKIP

pengukuran kinerja,
monitoring, dan
evaluasi
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Adapun Pentahapan Pembangunan adalah Perioritas Pembangunan tahunan dalam

rangka béncapaian dan sasaran Perangkat Daerah, Penahapan Renstra Perangkat



Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

Tahap | (2026) Tahap 11 (2027) Tahap Il (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030)
1 2 3 4 5
Peningkatan Daya Saing Sumber | Peningkatan Kualitas Instruktur | Akselerasi Pembangunan Sosial | Percepatan Pengembangan dan | Memantapkan Kota Probolinggo
Daya Manusia dan Ketahanan | Dasar Perkotaan dan |Instruktur | Inklusif serta Ekonomi Hijau dan | Penyebarluasan Inovasi untuk | yang sejahtera, modern, dan
Pangan Sebagai Dasar Pembangunan | Ekonomi untuk mengungkit | Berkelanjutan menuju Masyarakat | Modernisasi Sektor Sektor Strategis | Adaptif sebagai Pondasi menuju
Sosial Ekonomi Produktif dan Inklusif | Pemerataan Kesejahteraan Tangguh dan Sejahtera Daerah Kota Logistik, Tangguh, dan

Berkelanjutan

Pritoritas Prioritas 1. Pengembangan Inovasi Berbasis | 1.Pengembangan Inovasi Berbasis 1. Pemantapan Partisipasi
1. Pembangunan Karakter 1. Percepatan pemerataan sarana Teknologi Informasi untuk | Teknologi Informasi untuk peningkatan MasyarakatSipil yang tangguh
Masyarakat melalui Pendidikan dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu dan akses | Mutu dan Akses Pendidikan serta pada aktifitas Sosial Ekonomi
dan Kesehatan yang berkualitas kesehatan, perumahan dan pendidikan serta kesehatan Kesehatan 2. Pengukuhan Sistem Layanan
. Peningkatan Ketahanan Sosial lingkungan layak 2. Penguatan Afirmasi Ekonomi | 2. Perluasan Akses Produksi dan Kesehatan dan Pendidikan yang

Masyarakat untuk mengurangi
Kesenjangan dan Meningkatkan
Kesejahteraan Sosial

. Penguatan Harmoni Sosial dan
Pelestarian Kebudayaan Guna
Menjamin Stabilitas, Keamanan
dan Ketertiban Umum Wilayah
Pembangunan Ekonomi
Kerakyatan yang didukung
Peningkatan Kapasitas Pelaku
Usaha guna Mendorong
Penguatan Potensi Investasi dan
Ekonomi Inklusif

Peningkatan Sektor Pertanian
dan Perikanan yang produktif
una penguatan ketahanan
angan

enguatan Kapasitas SDM Untuk
enyelenggaraan Pemerintahan

. Pemberdayaan Sosial Afirmatif

pada perempuan, disabilitas serta
masyarakat rentan dan miskin

. Penguatan nilai nilai kearifan lokal

sebagai dasar penciptaan
kondusifitas Wilayah

. Pengembangan Infrastruktur

Ekonomi strategis untuk
pemerataan ekonomi berdampak

. Optimalisasi investasi produktif

dan kerjasama untuk perluasan
kesempatan kerja

Perluasan Penerapan Sistem
Merit dan Peningkatan
Akuntabilitas Birokrasi
Optimalisasi Pembangunan
Infrastruktur Penunjang
Konektivitas berbasis Afirmasi
Wilayah dan berwawasan

7.

pada Kelompok Rentan untuk
menurunkan Kesenjangan
Penguatan Internalisasi nilai
kearifan lokal masyarakat untuk
meningkatkan rasa aman dan
stabilitas ekonomi

. Perluasan Potensi Ekonomi Hijau

dan Ekonomi Biru yang menyasar
Industri kecil dan usaha padat
karya

Peningkatan  Produktivitas
tenaga Kerja dan daya tarik
investasi melalui pemanfaatan
sistem berbasis teknologi
informasi

. Perluasan pemanfaatan inovasi

digital yang mengungkit pada
pelayanan publik berkualitas
Penguatan Dukungan
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Pengembangan Kapasitas Usaha
Kelompok Masyarakat Rentan

3. Optimalisasi Pencapaian Inklusi Sosial
Pengarusatamaan Gender dan
Penghormatan Pada Hak Anak dan
Difabel

4. Pengembangan Basis sektor sektor
ekonomi baru yang didorong berbagai
pengembangan inovasi digital

5. Peningkatan Nilai tambah sektor
kelautan dan perikanan serta
penguatan Kawasan perdagangan
strategis

6. Percepatan Transformasi Tata Kelola
Pemerintahan yang Akuntabel melalui
pemanfaatan data yang optimal dan
birokrasi digital

7. Modernisasi Infrastruktur Ekonomi
Strategis terutama Sektor

modern dan Inklusif

3. Peneguhan Ekosistem Ekonomi
yang memperkuat efisiensi
Distribusi Barang dan Jasa
Berskala Nasional dan
Internasional

4. Penguatan Ekosistem Investasi
dan Sistem Perlindungan Tenaga
Kerja

5. Perluasan Kemitraan Strategis
Pemerintah dan Transformasi
Digital

6. Pemantapan Infrastruktur
Ketahanan Daerah melalui Tata
Kelola Pembangunan
Berketahanan Iklim




yang adaptif Bersih dan Efektif lingkungan infrastruktur  Strategis  untuk | Perdagangan dan Industri Pengolahan
7. Pembangunan Infrastruktur pengembangan Ekonomi Hijau | yang Ramah Lingkungan
Wilayah yang Terpadu berbasis dan Ekonomi Biru
Harmoni Alam dan Lingkungan
Hidup
Renstra PD Renstra PD Renstra PD Renstra PD Renstra PD
Prioritas : Prioritas : Prioritas : Prioritas : Prioritas :
1. Peningkatan Daya Saing Sumber 1. Optimalisasi Inovasi 1. Peningkatan Produktivitas Tenaga 1. Penguatan Infrastruktur Perdagangan 1. Penguatan Ekosistem Inovasi
Daya Manusia 2. Peningkatan Produktivitas Kerja 2. Penguatan Infrastruktur Industri 2. Penguatan Sistem
2. Stabilitas Wilayah 3. Penguatan Kerjasama (Kolaborasi) 2. Peningkatan Daya Tarik Investasi Pengolahan Perlindungan Kerja
3. Integrasi untuk Pembangunan Sosial | 4. Perluasan Kesempatan Kerja 3. Kaitan dengan Renstra Urusan 3. Prinsip Ramah Lingkungan (Green 3. Kaitan dengan Renstra
Ekonomi Berkelanjutan Tenaga Kerja Industry) Urusan Tenaga Kerja
4. Kaitan dengan Renstra Urusan
Perindustrian
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4. ARAH KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan
perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada
pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.
Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk
menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna
mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Arah
kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk
mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan
dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah
kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan
pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan yang inherent tersebut kemudian di
rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga
memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di
rumuskan untuk mendukung strategi Untuk menjaga konsistensi tujuan , terutama
dalam menjabarkanya pada kebijakan perencananaan pembangunan daerah Kota

Probolinggo selama lima tahun kedepan.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

. . Arah Kebijakan
No | Operasional NSPK Arah Kebijakan RPJMD RENSTRA PD Ket
1 2 3 4 5
1 Urusan Tenaga Kerja
Memberikan 1. Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja pada 1. Peningkatan
pedoman untuk sektor Formal dan Informal dengan dunia Kompetensi dan
berbagi urusan usaha didukung perluasan akses informasi Kualifikasi Angkatan
ketenagakerjaan, Pasar kerja dan Peningkatan Kompetensi Kerja serta Perluasan
hubungan kerja, Angkatan Kerja akses penempatan
perlindungan melalui kerjasama
tenaga kerja dan dengan dunia Usaha
penempatan kerja dan Mandiri
Penyelenggaraan 2. Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan
kesejahteraan Kesejateraan Tenaga Kerja
sosial yang terkait
dengan
ketenagakerjaan
2 Urusan Perindustrian
Menetapkan 1.Penguatan struktur
standar kualitas 1. Penguatan Industri Kecil Mengah (IKM) yang industri lokal melalui
produk yang harus disukung peningkatan Ekosistem Industrialisasi pembinaan dan
dipenuhi oleh pengembangan IKM
y industri unggulan  berbasis
potensi daerah yang
ramah lingkungan
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

Pada Bab ini disajikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan
dilaksanakan selama periode 5 tahun ke depan yang telah disertai dengan
indicator kinerja, target capaian, pagu indikatif. Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

Dalam rangka menjamin konsistensi dan keterpaduan antar dokumen
perencanaan maka nomenklatur program mengacu kepada RPIJMD Kota
Probolinggo Tahun 2025-2029, selain itu baik nomenklatur program, kegiatan
dan sub kegiatan juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir melalui
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
yang dituangkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik
Indonesia (SIPD RI).

Daftar nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja
perangkat daerah pada Renstra Tahun 2025-2029 dimulai dari tahun 2026
hingga tahun 2030. Oleh karena itu, secara eksplisit dipandang perlu dinyatakan
bahwa program dan kegiatan merupakan pijakan awal dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo
sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip kesinambungan (continuity) dan

konsistensi (consistency) dalam perencanaan
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Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran

RPJMD yang Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator PrograEéKiestfr:an/Sub Ket
Relevan 9
1 2 3 4 5 6 7 8
pertmpotan dond | Tenaga Kera yang L
Kompeten dan Berdaya
Pengembangan sektor Saing serta
industri berbasis meni% okatnya
potens| dgerah, Produktivitas Sektor
berkelanjutan, berdaya Industr
saing, dan inklusif
Tingkat Partisipasi
Meningkatnya Angkatan Kerja (TPAK)
Kesempatan (%)

dan Produktivitas
Tenaga Kerja

Cakupan Kepersertaan
jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

Terkelolanya informasi
tenaga kerja

Persentase
Dokumen Rencana
Tenaga Kerja (RTK)
yang ditetapkan

PROGRAM PERENCANAAN
TENAGA KERJA

Tersedianya Dokumen
Rencana Tenaga Kerja
sesuai ketentuan

Persentase Dokumen
Rencana Tenaga Kerja
yang disusun sesuai
ketentuan

2.07.02.2.01 Penyusunan
Rencana Tenaga Kerja
(RTK)

Tersusunnya Rencana
Tenaga Kerja Makro

Jumlah Dokumen
Rencana Tenaga Kerja
Makro

2.07.02.2.01.0001
Penyusunan Rencana Tenaga
Kerja Makro
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Meningkatnya Persentase tenaga PROGRAM PELATIHAN
produktifitas tenaga kerja di sektor KERJA DAN
kerja prioritas yang PRODUKTIVITAS TENAGA
meningkat KERJA
produktifitasnya
Tersedianya peralatan | Prosentase Pencari | Pelaksanaan Pelatihan
pelatihan, ruang kerja yang berdasarkan Unit
praktik, dan bahan mendapatkan Kompetensi
ajar yang memadai. Fasilitasi Pelatihan
Berbasis
Kompetensi
Terlaksananya Proses | Jumlah Tenaga Kerja 2.07.03.2.01.0001 Proses
Pendidikan dan yang Mendapat Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan | Pelatihan Berbasis Pelatihan Keterampilan bagi
bagi Pencari Kerja Kompetensi pada Tahun | Pencari Kerja berdasarkan
berdasarkan Klaster n Klaster Kompetensi
Kompetensi
Terlaksananya Jumlah 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi
Koordinasi Lintas Kesepakatan/Koordin | Lintas Lembaga dan Kerja
Lembaga dan Kerja asi dalam rangka Sama dengan Sektor Swasta
Sama dengan Sektor | Optimalisasi Kapasitas | Untuk Penyediaan Instruktur
Swasta untuk Instruktur dan serta Sarana dan Prasarana
Penyediaan Peningkatan Sarana | Lémbaga Pelatihan Kerja
Instruktur serta Prasarana Pelatihan
Sarana dan Vokasi dan
Prasarana Lembaga Produktivitas pada
Pelatihan Kerja Tahun n
Meningkatnya Persentase tenaga PROGRAM PENEMPATAN
penempatan tenaga kerja yang TENAGA KERJA

kerja

80

ditempatkan di dalam

negeri




Terselenggaranya
Unit Layanan

Jumlah Tenaga Kerja
Disabilitas yang

2.07.04.2.01.0004
Penyelenggaraan Unit

Kesempatan Kerja

Terlaksananya Job
Fair/Bursa Kerja

Melalui program
Perluasan Kesempatan
Kerja

Jumlah Pencari Kerja
yang Mendapatkan
Pekerjaan Melalui Job
Fair/Bursa Kerja

Disabilitas Mendapatkan Fasilitasi | Layanan Disabilitas
Ketenagakerjaan Layanan ULD Ketenagakerjaan
Terwujudnya Jumlah Tenaga Kerja 2.07.04.2.01.0005 Perluasan
Perluasan yang Diberdayakan Kesempatan Kerja

2.07.04.2.03.0003 Job
Fair/Bursa Kerja

Meningkatnya Persentase PROGRAM HUBUNGAN
pekerja perusahaan yang INDUSTRIAL
Indonesia yang menerapkan
terlindung perlindungan hak -
hak pekerja dan
dialog sosial

81




82

Terselenggaranya
Pendataan dan
Informasi Sarana
Hubungan Industrial
(PP/PKB, Struktur
Skala Upah, dan LKS
Bipartit) dan Pekerja
yang Terdaftar
sebagai Peserta
Jamsostek serta
Pengupahan

Jumlah Data dan
Informasi Sarana HI
(PP/PKB, Struktur Skala
Upah, dan LKS Bipartit)
dan Pekerja yang
Terdaftar sebagai
Peserta Jamsostek serta
Pengupahan

2.07.05.2.01.0003
Penyelenggaraan Pendataan
dan Informasi Sarana
Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
serta Pengupahan




Terselesaikannya
Perselisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampa

Jumlah Perkara
Perselisihan yang
Terselesaikan

2.07.05.2.02.0002
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu)

k pada Kepentingan Daerah Kabupaten/Kota
di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Tenaga Kerja yang 2. Rasio PDRB Sektor
Kompeten dan Berdaya Industri Pengolahan
Saing serta
meningkatnya
Produktivitas Sektor
Industr
Persentase
2.Meningkatnya Daya Peningkatan Nilai
Saing Sektor Industri Produksi Sektor
Industri
Meningkatnya Persentase Realisasi PROGRAM PERENCANAAN
pembangunan Investasi Sektor DAN PEMBANGUNAN
industri dan Kawasan | INDUSTRI

Industri

tingkat realisasi dari
rencana
pembangunan
industri yang telah
ditetapkan dalam suatu
dokumen perencanaan,

Persentase Rencana
Pembangunan Industri
yang dilaksanakan

Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota




Terselenggaranya
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Sumber Daya
Industri

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan pelaksanaan
Pembangunan Sumber
Daya Industri

3.31.02.2.01.0003 Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pembangunan
Sumber Daya Industri

Terselenggaranya
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Industri

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Industri

3.31.02.2.01.0004 Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Industri

Terselenggaranya
Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan
Pemberdayaan
Industri dan Peran
Serta Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri
dan Peran Serta
Masyarakat

3.31.02.2.01.0005 Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
Industri dan Peran Serta
Masyarakat

Dievaluasinya
Pelaksanaan Rencana

Pembangunan
Industri

Jumlah Dokumen
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Industri

3.31.02.2.01.0006 Evaluasi
Terhadap Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Industri
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Terselenggaranya
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
terhadap Perizinan
Berusaha sektor
perindustrian dengan
skala usaha Industri
Kecil dan Industri
Menengah yang
berlokasi di satu
Kab./Kota sepanjang
merupakan
Penanaman Modal
Dalam Negeri dan
selain bidang usaha
tertentu yang
menjadi kewenangan
pemerintah pusat

Jumlah dokumen hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan terhadap
Perizinan Berusaha
industri dengan skala
usaha Industri Kecil dan
Industri Menengah yang
berlokasi di satu
Kab./Kota sepanjang
merupakan Penanaman
Modal Dalam Negeri
dan selain bidang usaha
tertentu yang menjadi
kewenangan pemerintah
pusat

3.31.03.2.01.0003 Koordinasi

dan Sinkronisasi Pengawasan
terhadap Perizinan Berusaha
sektor perindustrian yang
menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota
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Meningkatnya
pemanfaatan
informasi
industri

Persentase
Informasi Industri
Secara Lengkap,
Akurat, dan Terkini

PROGRAM PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL

Tersedianya Data
Industri yang
Terintegrasi dalam
Sistem SIINAS

Persentase Data Industri
yang dikelola dengan
SIINAS (Sistem
Informasi Industri
Nasional)

Penyediaan Informasi
Industri untuk Informasi
Industri untuk UL, IPUI, IUKI
dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota

Terfasilitasinya
Pengumpulan,
Pengolahan dan
Analisis Data
Industri, Data
Kawasan Industri
serta Data Lain
Lingkup
Kabupaten/Kota
Melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SlINas)

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis
Data Industri, Data
Kawasan Industri serta
Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui
Sistem Informasi Industri
Nasional (SlINas)

3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi
Pengumpulan, Pengolahan
dan Analisis Data Industri,
Data Kawasan Industri serta
Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui
Sistem Informasi Industri
Nasional (SlINas)

3. Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel

Nilai SAKIP (Sistim
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)

Meningkatnya
dukungan
penyelenggara
an urusan
pemerintah
daerah

Persentase Capaian
Kinerja Program
Minimal 80%

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
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Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

3.31.01.2.01.0001
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

3.31.01.2.01.0006 Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

3.31.01.2.02.0001 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
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Terlaksananya
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

3.31.01.2.02.0003
Pelaksanaan Penatausahaan
dan Penguijian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Tersedianya Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan

3.31.01.2.02.0007 Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Keuangan Bulanan/Triwulana

Bulanan/Triwulanan/Se | n/Semesteran SKPD

mesteran SKPD

Terpenuhinya Persentase Administrasi Barang Milik
Pengelolaan Administrasi BMD Daerah pada Perangkat
Administrasi BMD Perangkat Daerah Daerah

Sesuai Prosedur

Sesuai Ketentuan

Terlaksananya

Jumlah Laporan

3.31.01.2.03.0006

Penatausahaan Penatausahaan Barang | Penatausahaan Barang Milik
Barang Milik Daerah | Milik Daerah pada Daerah pada SKPD

pada SKPD SKPD

Terpenuhinya Persentase Administrasi Kepegawaian
Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian

Kepegawaian Sesuai Perangkat Daerah

Standar Sesuai Ketentuan

Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

3.31.01.2.05.0005 Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai
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Terlaksananya Proses
Administrasi Umum
Sesuai Standar dan
Prosedur

Persentase
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Sesuai Ketentuan

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

3.31.01.2.06.0002 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

3.31.01.2.06.0005 Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan

Tersedianya Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan

3.31.01.2.06.0006 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Terlaksananya
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Terlaksananya
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

3.31.01.2.06.0009
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Terlaksananya
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

3.31.01.2.06.0010
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD
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Terlaksananya
Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Tersedianya
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Tersedianya Jasa

Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya yang
Disediakan

Jumlah Laporan

3.31.01.2.06.0011 Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

3.31.01.2.07.0006 Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

3.31.01.2.08.0002 Penyediaan
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Komunikasi, Sumber | Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Daya Air dan Listrik

yang Disediakan
Tersedianya Jasa Jumlah Laporan 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kantor

Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan




Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya

3.31.01.2.09.0001 Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Terlaksananya
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

3.31.01.2.09.0006
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang

Dipelihara/Direhabilitasi

3.31.01.2.09.0009
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
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4.1. Uraian Program

Perumusan program pada Renstra Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja
Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%
Outcame : Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah
2. Program Rencanaan Tenaga Kerja
Indikator : Prosentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang
ditetapkan
Outcame : Terkelolanya informasi tenaga kerja
3. Pogram Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
Indikator : Prosentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat
produktifitasnya
Outcame : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
Indikator : Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan Dalam Negeri
Outcame : Meningkatnya penempatan tenaga kerja
5. Program Hubungan Industrial
Indikator : Persentase Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak
pekerja dan dialog sosial
Outcame : Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindung
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Indikator : Prosentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan
Industri
Outcame : Meningkatnya realisasi pembangunan industry
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Indikator : Prosentase izin Usaha Industri yang diterbitkan
Outcame : Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Indikator :  Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan
Terkini

Outcame : Meningkatnya pemanfaatan informasi industri

92




Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Target dan Pagu Indikatif Tahun KET

Bidang Urusan /
Program / Outcome Indikator Outcome / Baseline

/ Kegiatan/ Sub Output 2024 2026 2027 2028 2029 2030

Kegiatan Output

Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM Persentase Dokumen
PERENCANAAN Rencana Tenaga Kerja
TENAGA KERJA (RTK) yang ditetapkan 0 100 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyusunan Persentase Dokumen
Rencana Tenaga Rencana Tenaga Kerja 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Kerja (RTK) yang disusun sesuai I
ketentuan
2.07.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Rencana
Penyusunan Tenaga Kerja Makro
Rencana Tenaga 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Kerja Makro
PROGRAM Persentase tenaga menduku
PELATIHAN kerja di sektor prioritas o yang
KERJA DAN yang meningkat 89,28 90,3 308.350.167 90,6 316.921.501 90,9 323.529.659 91,2 330.322.993 91,5 337.114.534 rn"ge”“”k“
PRODUKTIVITAS | produktifitasnya imploment
TENAGA KERJA
Pelaksanaan Persentase Pencari
Pelatihan Kerja yang
berdasarkan Unit | mendapatkan Fasilitasi 90,3 308.350.167 90,6 316.921.501 90,9 323.529.659 91,2 330.322.993 91,5 337.114.534
Kompetensi Pelatihan Berbasis
Kompetensi

2.07.03.2.01.0001 Jumlah Tenaga Kerja yang
Proses Pelaksanaan Mendapat Pelatihan
Pendidikan dan Berbasis Kompetensi pada
Pelatihan | Tahunn 50 145.900.450 16 149.650.900 16 151.675.625 16 154.980.350 16 158.479.800
Keterampilan bagi
Pencari Kerja
berdasarkan Klaster
Kompetensi
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2.07.03.2.01.0002
Koordinasi Lintas
Lembaga dan Kerja
Sama dengan Sektor
Swasta untuk

Jumlah
Kesepakatan/Koordinasi
dalam rangka Optimalisasi
Kapasitas Instruktur dan
Peningkatan Sarana

) - ) 20 162.449.717 12 167.270.601 12 171.854.034 12 175.342.643 12 178.634.734
Penyediaan Prasarana Pelatihan Vokasi
Instruktur serta dan Produktivitas pada
Sarana dan Tahun n
Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja
PROGRAM Persentase tenaga POARG
PENEMPATAN kerja yang dan yang
TENAGA KERJA ditempatkan di dalam 89,28 90,3 107.605.896 90,6 110.597.061 20,9 112.903.130 91,2 115.273.820 91,5 117.643.885 n’“ge”d“k“
negeri B
Pelayanan antar Persentase Pencari
Kerja di Daerah Kerja yang
Kabupaten/Kota mendapatkan Fasilitasi 90,3 107.605.896 90,6 110.597.061 90,9 112.903.130 93,3 115.273.820 93,3 117.643.885
Pelayanan Antar Kerja
2.07.04.2.01.0004 Jumlah Tenaga Kerja
Penyelenggaraan Disabilitas yang
Unit Layanan Mendapatkan Fasilitasi 50 28.000.000 50 28.500.000 16 29.000.000 50 29.500.000 50 30.000.000
Disabilitas Layanan ULD
Ketenagakerjaan
2.07.04.2.01.0005 Jumlah Tenaga Kerja yang
Perluasan Diberdayakan Melalui
Kesempatan Kerja program Perluasan 20 39.605.896 20 42.097.061 12 43.903.130 20 45.773.820 20 47.643.885
Kesempatan Kerja
Pengelolaan Persentase Pencari
Informasi Pasar Kerja yang
Kerja mendapatkan fasilitasi 90,3 40.000.000 90,6 40.000.000 20,9 40.000.000 93,3 40.000.000 93,3 40.000.000
Informasi Pasar Kerja
2.07.04.2.03.0003 Jumlah Pencari Kerja yang
Job Fair/Bursa Kerja | Mendapatkan Pekerjaan 130 40.000.000 130,00 40.000.000 130 40.000.000 130 40.000.000 130 40.000.000
Melalui Job Fair/Bursa
Kerja
PROGRAM Persentase perusahaan nmge/"\%g“
HUBUNGAN yang menerapkan dan yang
INDUSTRIAL perlindungan hak - hak 70 74 179.109.812 76 184.088.600 78 187.927.047 80 191.873.057 82 195.818.025 L

pekerja dan dialog
sosial

ng
implement
asi PUG
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Pengesahan Persentase Perusahan
Peraturan yang telah menetapkan
Perusahaan dan Peraturan Perusahaan
Pendaftaran terkait Hubungan
Perjanjian Kerja Industrial dan

Bersama untuk Pendaftaran Perjanjian 74 46.999.800 76 49.499.300 78 50.897.445 80 52.650.765 82 54.545.975
Perusahaan yang Kerja Bersama

Hanya Beroperasi

dalam 1 (Satu)

Daerah

Kabupaten/Kota

2.07.05.2.01.0003 Jumlah Data dan
Penyelenggaraan Informasi Sarana HI
Pendataan dan (PP/PKB, Struktur Skala
Informasi Sarana Upah, dan LKS Bipartit)
Hubungan Industrial | dan Pekerja yang 74 46.999.800 76 49.499.300 78 50.897.445 80 52.650.765 82 54.545.975
dan Jaminan Sosial Terdaftar sebagai Peserta
Tenaga Kerja serta Jamsostek serta
Pengupahan Pengupahan
Pencegahan dan Persentase penurunan
Penyelesaian kasus perselisihan
Perselisihan hubungan industrial
Hubungan

f(';';:g:"' Mogok 54 132.110.012 56 134,589.300 58 137.029.602 60 139.222.292 62 141.272.050
Penutupan

Perusahaan di

Daerah

Kabupaten/Kota

2.07.05.2.02.0002 Jumlah Perkara
Penyelesaian Perselisihan yang
Perselisihan Terselesaikan

Hubungan

Industrial, Mogok

ﬁzgjéu‘g; 54 132.110.012 56 134,589.300 58 137.029.602 60 139.222.292 62 141.272.050
Perusahaan yang

Berakibat/Berdampa

k pada Kepentingan

di 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

URUSAN

PEMERINTAHAN

PILIHAN
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URUSAN

PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN
PROGRAM Persentase Capaian
PENUNJANG Kinerja Program
URUSAN Minimal 80%
PEMERINTAHAN 20 100 11.416.431.640 100 11.836.558.556 100 12.083.363.674 100 12.337.084.846 100 12.590.739.053
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan, Persentase Capaian
Penganggaran, Kinerja Kegiatan
dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 97.591.445 100 105.655.865 100 107.608.930 100 118.369.823 100 125.206.805
Kinerja Perangkat | Minimal 80%
Daerah
3.31.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen
Penyusunan Perencanaan Perangkat
Dokumen Daerah 100 69.688.000 100 76.744.000 100 75.714.690 100 75.586.159 100 80.144.775
Perencanaan
Perangkat Daerah
3.31.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar
Penyusunan Laporan | Realisasi Kinerja SKPD dan
Capaian Kinerja dan | Laporan Hasil Koordinasi 10 37.144.000 10 42.500.000 10 43.894.240 10 42.783.664 10 45.062.030
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Administrasi Persentase
Keuangan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah | Perangkat Daerah 100 10.144.643.958 100 10.461.310.685 100 10.620.794.648 100 10.851.128.951 100 10.969.451.569
Sesuai Ketentuan
3.31.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan | Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN 48 10.144.643.958 48 10.461.310.685 48 10.458.015.878 48 10.684.172.304 48 10.795.799.257
3.31.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 12 129.441.000 12 135.635.000 12 147.015.820 12 155.117.402 12 170.629.142
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Keuangan SKPD
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3.31.01.2.02.0007
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi

. 12 13.895.000 12 18.325.000 12 15.762.950 12 11.839.245 12 13.023.170
Triwulanan/ Penyusunan Laporan
Semesteran SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD
Administrasi Persentase
Barang Milik Administrasl BMD 100 15.994.926 100 20.450.675 100 10.250.000 100 10.250.000 100 10.250.000
Daerah pada Perangkat Daerah
Perangkat Daerah | Sesuai Ketentuan
3.31.01.2.03.0006 Jumlah Laporan
Penatausahaan Penatausahaan Barang
Barang Milik Daerah | Milik Daerah pada SKPD 12 15.994.926 12 20.450.675 12 10.250.000 12 10.250.000 12 10.250.000
pada SKPD
Administrasi Persentase
Kepegawaian Administrasi
Perangkat Daerah | Kepegawaian 100 28.050.000 100 32.200.000 100 34.750.000 100 | 32:050.000 100 | 32050.000
Perangkat Daerah
Sesuai Ketentuan
3.31.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, | Monitoring, Evaluasi, dan
dan Penilaian Penilaian Kinerja Pegawai 12 8.050.000 12 9.700.000 12 12.250.000 12 12.050.000 12 12.050.000
Kinerja Pegawai
Administrasi Persentase
Umum Perangkat | Administrasi Umum
Daerah Perangkat Daerah 100 314.741.895 100 365.620.785 100 337.777.233 100 336.103.209 100 384.103.209
Sesuai Ketentuan
3.31.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan yang Disediakan 4 51.375.500 4 58.735.000 4 50.476.500 4 50.476.500 4 55.475.500
Perlengkapan Kantor
3.31.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang | Cetakan dan Penggandaan 2 20.272.500 2 25.722.800 2 20.272.500 2 25.272.500 2 30.209.500
Cetakan dan yang Disediakan
Penggandaan
3.31.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bacaan dan Perundang-Undangan 12 6.120.000 12 11.750.000 12 6.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000
Peraturan yang Disediakan
Perundang-
undangan
3.31.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi
Fasilitasi Kunjungan | Kunjungan Tamu 4 12.000.000 4 17.000.000 4 22.000.000 4 20.000.000 4 25.000.000

Tamu
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3.31.01.2.06.0009
Penyelenggaraan

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat

Rapat Koordinasi Koordinasi dan Konsultasi 12 177.625.895 12 189.562.985 12 185.798.233 12 191.124.209 12 220.124.209

dan Konsultasi SKPD | SKPD

3.31.01.2.06.0010 Jumlah Dokumen

Penatausahaan Arsip | Penatausahaan Arsip 12 9.150.000 12 18.550.000 12 12.000.000 12 10.000.000 12 12.000.000

Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD

3.31.01.2.06.0011 Jumlah Dokumen

Dukungan Dukungan Pelaksanaan

elaksaraan Sistem | istem Pemerintahan 12 38.129.000 12 44.300.000 12 36.230.000 12 35.230.000 12 37.230.000
emerintahan Berbasis Elektronik pada

Berbasis Elektronik SKPD

pada SKPD

Pengadaan Persentase BMD

Barang Milik Perangkat Daerah yang

Daerah terpenuhi

Penunjang 100 87.399.000 100 92.845.000 100 175.000.000 100 170.000.000 100 180.000.000

Urusan

Pemerintah

Daerah

3.31.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan

ﬁengadaa" _ | Mesin Lainnya yang 20 87.399.000 35 92.845.000 35 175.000.000 35 170.000.000 35 180.000.000
eralatan dan Mesin | Disediakan

Lainnya

Penyediaan Jasa Persentase BMD

Penunjang Perangkat Daerah yang

Urusan terpenuhi 100 428.014.435 100 441.060.565 100 411.216.435 100 466.216.435 100 469.216.435

Pemerintahan

Daerah

3.31.01.2.08.0002 Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber | Komunikasi, Sumber Daya 12 135.889.000 12 144.675.000 12 135.990.000 12 135.990.000 12 138.990.000

Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang

Disediakan

3.31.01.2.08.0004 Jumlah Laporan

ﬁe"yed'aa” Jasa Penyediaan Jasa 12 292.125.435 12 296.385.565 12 290.226.435 12 330.226.435 12 330.226.435
elayanan Umum Pelayanan Umum Kantor

Kantor yang Disediakan

Pemeliharaan Persentase BMD dalam

Barang Milik kondisi baik

Daerah

Penunjang 100 290.764.426 100 303.826.846 100 358.966.428 100 350.966.428 100 418.525.035

Urusan

Pemerintahan

Daerah ‘
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3.31.01.2.09.0001
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan

: - ; 19 117.154.426 19 122.500.846 19 110.356.428 19 108.356.428 19 113.356.428
Pajak Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
3.31.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan
Pemeliharaan | Mesin Lainnya yang 40 39.000.0000 40 42.000.000 40 53.000.000 40 50.000.000 40 55.000.000
Peralatan dan Mesin | Dipelihara
Lainnya
3.31.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor
Pemeliharaan/Rehab | dan Bangunan Lainnya
ilitasi Gedung Kantor | yang 1 134.610.000 1 139.326.000 2 195.610.000 2 192.610.000 2 250.168.607
dan Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
PROGRAM Persentase Realisasi mendu
PERENCANAAN Investasi Sektor kung
DAN industri dan Kawasan ARG
PEMBANGUNAN Industri dan
INDUSTRI yang
83 84 338.437.024 84,5 347.844.695 85 355.097.635 85,5 362.553.820 86 370.008.037 mendu
kung
implem
entasi
PUG
Penyusunan dan Persentase Rencana
Evaluasi Rencana | Pembangunan Industri
Pembangunan yang dilaksanakan 83 84 338.437.024 84,5 347.844.695 85 355.097.635 85,5 362.553.820 86 370.008.037
Industri
Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Koordinasi, Sinkronisasi,
Sinkronisasi, dan dan pelaksanaan 84.650.968
Pelaksanaan Pembangunan Sumber 2 5 82.350.634 5 ' ' 6 86.335.675 6 87.335.427 7 88.950.695
Pembangunan Daya Industri
Sumber Daya
Industri
3.31.02.2.01.0004 Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Koordinasi, Sinkronisasi,
Sinkronisasi, dan dan Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 4 9 227.500.806 10 231.235.950 11 234.665.655 12 237.367.388 13 240.356.347
Pembangunan Prasarana Industri

Sarana dan

Prasarana Industri
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3.31.02.2.01.0005

Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi, Koordinasi, Sinkronisasi,

Sinkronisasi, dan dan Pelaksanaan

Pelaksanaan Pemberdayaan Industri 1 2 22.750.409 2 24.550.277 2 26.057.605 2 28.000.355 2 29.450.645
Pemberdayaan dan Peran Serta

Industri dan Peran Masyarakat

Serta Masyarakat

3.31.02.2.01.0006 Jumlah Dokumen Evaluasi

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana

Ei'ﬁfjﬁ;‘aa” Pembangunan Industri 1 1 5.835.175 1 7.407.500 1 8.038.700 1 9.850.650 1 11.250.350
Pembangunan

Industri

PROGRAM Persentase Izin Usaha

PENGENDALIAN Industri yang

IZIN USAHA Diterbitkan 82 83 13.777,699 83,5 14.160.683 84 14.455.949 84,5 14.759.489 85 15.062.948
INDUSTRI

Penerbitan Izin Persentase Izin Usaha

Usaha Industri Industri (IUI), Izin

(1UI), Izin Perluasan Usaha

Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin

Industri (IPUI), Usaha Kawasan

Izin Usaha Industri (IUKI) dan

Kawasan Industri | Izin Perluasan 82 83 13.777,699 83,5 14.160.683 84 14.455.949 84,5 14.759.489 85 15.062.948
(IUKI) dan I1zin Kawasan Industri

Perluasan (IPKI) yang diterbitkan

Kawasan Industri | sesuai ketentuan

(IPKI)

Kewenangan

Kabupaten/Kota

3.31.03.2.01.0003 Jumlah dokumen hasil

Koordinasi dan Koordinasi dan

Sinkronisasi Sinkronisasi Pengawasan

Pengawasan terhadap Perizinan

terhadap Perizinan Berusaha industri dengan

Berusaha sektor skala usaha Industri Kecil

perindustrian yang dan Industri Menengah

menjadi yang berlokasi di satu 82 83 13.777,699 83,5 14.160.683 84 14.455.949 84,5 14.759.489 85 15.062.948
kewenangan Kab./Kota sepanjang

Kabupaten/Kota

merupakan Penanaman
Modal Dalam Negeri dan
selain bidang usaha
tertentu yang menjadi
kewenangan pemerintah
pusat
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PROGRAM Tersedianya Informasi

PENGELOLAAN Industri Secara

SISTEM Lengkap, Akurat, dan

INFORMASI Terkini 82 83 21.410.269 83,5 22.005.419 84 22.464.256 84,5 22.935.950 85 23.403.520
INDUSTRI

NASIONAL

Penyediaan Persentase Data

Informasi Industri yang dikelola

Industri untuk dengan SIINAS (Sistem

Informasi Informasi Industri

Industri untuk Nasional) 82 83 21.410.269 83,5 22.005.419 84 22.464.256 84,5 22,935.950 85 23.403.520
IUIL, IPUI, TUKT

dan IPKI

Kewenangan

Kabupaten/Kota

3.31.04.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil

Fasilitasi Fasilitasi Pengumpulan,

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis

Pengolahan dan Data Industri, Data

Analisis Data Kawasan Industri serta

Industri, Data Data Lain Lingkup

Kawasan Industri Kabupaten/Kota Melalui 82 83 23.403.520 83,5 22.005.419 84 22.464.256 84,5 22,935.950 85 23.403.520

serta Data Lain
Lingkup
Kabupaten/Kota
Melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINas)

Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas)

JUMLAH

11.064.819.469

12.061.301.416

13.267.431.558

14.594.174.714

16.053.592.185
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4.2.

yang

4,

Uraian Kegiatan

Seperti yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019,
kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Sebagai penjabaran dari program, kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo selama tahun
2026 - 2030 adalah sebagai berikut :

Program Rencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja (RTK)

Indikator, outcame :  Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja
disusun sesuai ketentuan

Pogram Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
kompetensi

Indikator , outcame . Persentase tenaga kerja di sektor prioritas

yang meningkat produktifitasnya

Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Kegiatan :  Pelayanan antar kerja di daerah
kabupaten/kota

Indikator, outcame . Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan

Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja
2. Kegiatan :  Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Indikator, outcame . Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan
fasilitasi Informasi Pasar Kerja
Program Hubungan Industrial
1. Kegiatan :  Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator, outcame . Persentase Perusahan yang telah menetapkan
Peraturan Perusahaan terkait Hubungan

Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
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Bersama.

2. Kegiatan . Pencegahan dan penyeleseaian perselisihan
Hubungan Industrial, mogok kerja dan
penutupan Perusahaan didaerah Kabupaten/
Kota

Indikator, outcame . Persentase penurunan kasus perselisihan
hubungan industrial
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerha Perangkat Daerah
Indikator, outcame : Prosentase Capaian Kinerja Kegiatan
Perangkat Daerah Minimal 80 %

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator, outcame : Prosentase Adminstrasi Keuangan Perangkat

Daerah sesuai ketentuan

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator, outcame : Prosentase Administrasi BMD Perangkat
Daerah sesuai ketentuan

4. Administrasi Kepegawaian Perangfkat Daerah
Indikator, outcame :  Prosentase Adminstrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah sesuai ketentuan

5. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator, outcame :  Prosentase Adminstrasi Umum Perangkat
Daerah sesuai ketentuan

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator, outcame : Prosentase BMD Perangkat Daerah sesuai

ketentuan

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Indikator, outcame : Prosentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah

sesuai ketentuan

8. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator, outcame : Prosentase BMD dalam kondisi baik

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 Kegiatan :  Penyusunan dan Evaluasi Rencana

Prembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator , outcame : Persentase Rencana Pembangunan Industri

yang dilaksanakan
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7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Kegiatan

Indikator Indikator

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izinn
Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota.

Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan

sesuai ketentuan

8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kegiatan

Indikator, outcame

Penyediaan Informasi Industri untuk informasi
Industri untuk IUI, IPUI,IUK dan IPKI
Kewenangan.

Persentase Data Industri yang dikelola dengan

SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif

1. Program Rencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja (RTK)

Indikator, outcame

Sub Kegiatan
Indikator

Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja
yang disusun sesuai ketentuan

Rencana Tenaga Kerja Makro

Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja
Makro

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Kegiatan

Indikator , outcame

1. Sub Kegiatan

y Indikator

2. Sub. Kegiatan

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan  Unit
kompetensi

Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan
Fasilitasi Pelatihan Berbasis Kompetensi

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan
Berbasis Kompetensi pada Tahun n.

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama

dengan sektor swasta untuk menyediaan
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Indikator

instruktur serta sarana dan prasarana
Lembaga pelatihan kerja.

Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka
Optimalisasi Kapasitas  Instruktur  dan
Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan

Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Kegiatan

Indikator, outcame

a. Sub. Kegiatan

Indikator, outcame :

b. Sub Kegiatan

Indikator, oucame

2. Kegiatan
Indikator

Sub. Kegiatan

Indikator, outcame

Pelayanan antar kerja di daerah
kabupaten/kota

Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan
Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas
Ketenagakerjaan

Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang
Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD

Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan
Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja
Pengedlolaan Informasi Pasar Kerja
Prosentase pencari kerja yang mendapatkan
fasilitas Informasi pasar kerja

Job Fair/Bursa Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan

Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja

4, Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan

Indikator, outcame

Sub. Kegiatan

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Perusahan yang telah menetapkan
Peraturan Perusahaan terkait Hubungan
Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama.

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi
Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
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Indikator, outcame

2. Kegiatan

Indikator, outcame
Sub. Kegiatan

Industrial

Indikator, outcame

Terselesaikan

Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB,
struktur skala Upah, dan LKS Bilpartit) dan
pekerja yang terdaftar sebagai peserta
Jamsostek serta pengupahan.

Pencegahan dan penyeleseaian perselisihan
Hubungan Industrial, mogok kerja dan
penutupan Perusahaan disaerah kabupaten
Kota

Prosentase Penurunan kasus perselisihan
hubungan Industrial

Hubungan

Penyeleseaian Perselisihan

Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan

Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di
satu (1) Daerah Kab/Kota
Perselisihan yang

Jumlah Perkara

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerha Perangkat Daerah

Indikator, outcame

a. Sub. Kegiatan

Indikator, outcame :

b. Sub Kegiatan

Indikator, outcame :

Prosentase Capaian Kinerja Kegiatan
Perangkat Daerah Minimal 80 %

Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencaan Daerah

Capaian Kinerja dan ikhtisasr Realisasi

Kinerja

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan
hasil koordinasi penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator, outcame

a. Sub Kegiatan

Indikator, outcame :

Prosentase Adminstrasi Keuangan
Perangkat Daerah sesuai
Ketentuan

Penyediaan gaji dan tunjangan
Jumlah orang menerima gaji dan

tunjangan ASN
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b. Sub Kegiatan :  Pelaksanaan Penatausahaan dan
pengujian/verifikasi Keuangan Daerah
Indikator, outcame :  Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Sub Kegiatan :  Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran
SKPD
Indikator, outcame : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan
Tribulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator, outcame : Prosentase Administrasi BMD Perangkat

Daerah sesuai ketentuan.

Sub Kegiatan :  Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
SKPD
Indikator, outcame : Jumlah Laporan Penatausahaan

Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator, outcame : Prosentase Adminstrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah sesuai ketentuan
Sub Kegiatan :  Monitoring, Evaluasi dan penilaian
Kinerja Pegawai
Indikator, outcame : Jumlah  Dokumen Monitoring,
Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai
5. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator, outcame : Prosentase Adminstrasi Umum Perangkat

Daerah sesuai ketentuan

a. Sub Kegiatan :  Penyediaan peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Indikator, outcame  : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan

yang disediakan.

b. Sub Kegiatan . Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Indikator, outcame : Jumlah paket barang cetakan dan
’ penggandaan yang disediakan
C. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan  bacaaan dan

peraturan perundang-undangan

Indikator, outcame :  Jumlah Dokumen bahan  bacaaan
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dan peraturan perundang-

undangan yang disediakan.

d. Sub Kegiatan : fasilitasi Kunjungan Tamu
Indikator, outcame : Jumlah laporan Fasilitasi kunnjungan
tamu.
e. Sub Kegiatan :  Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD
Indikator, outcame :  Jumlah laporan  Penyelenggaraan
Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
f. Sub Kegiatan :  Penatausahaan Arsip Dinamis pada
SKPD
Indikator, outcame :  Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD
g. Sub Kegiatan :  Dukungan Pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada
SKPD
Indikator, outcame :  Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan sistem pemerintahan
berbasis elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator, outcame :  Prosentase BMD Perangkat Daerah
sesuai ketentuan
Sub Kegiatan :  Pengadaan peralatan dan mesin
Indikator, outcame : Jumlah Unit peralatan dan mesin
lainnya yang disediakan
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Indikator, outcame :  Prosentase Jasa Penunjang Perangkat

Daerah sesuai Ketentuan

a. Sub Kegiatan :  Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber
daya air
Indikator, outcame : Jumlah laporan penyediaan Jasa

Komunikas,i sumber daya air.

b. Sub Kegiatan :  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
4 Indikator, outcame : Jumlah laporan Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah

Daerah
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Indikator, outcame

a. Sub Kegiatan

Indikator, outcame

b. Sub Kegiatan

Indikator, outcame

C. Sub Kegiatan

Indikator, outcame

Prosentase BMD dalam kondisi baik
Penyediaan Jasa pemeliharaan , biaya
pemeliharaan dan pajak kendaraan
perorangan Dinas  atau Dinas
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah kendaraan perorangan Dinas
atau Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
yang di pelihara dan dibayarkan
pajaknya.

Pemeliharaan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan mesin lainnya
yang dipelihara.

Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan

lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan

Indikator , outcame

a. Sub Kegiatan

Indikator, outcame

b. Sub Kegiatan

Indikator, outcame

C. Sub Kegiatan
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Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Prembangunan Industri
Kabupaten/Kota

Persentase Realisasi Investasi Sektor
industri dan Kawasan Industri
Koordinasi , sinkronisasi dan
pelaksanaan Pembangunan Sumber
Daya Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan pelaksanaan
Pembangunan Sumber Daya Industri.
Koordinasi , sinkronisasi dan
pelaksanaan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Industri.

Koordinasi , sinkronisasi dan

pelaksanaan Pembangunan Industri



Indikator, outcame

d. Sub Kegiatan

Indikator, outcame

dan peran serta masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat.

Evaluasi terhadap Pelasanaan
rencana Pembangunan industri
Jumlah Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Industri.

7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Kegiatan

Indikator, outcoma

Sub Kegiatan

Indikator, outcame

Penerbitan Izin  Usaha Industri
IUI), Izin Perluasan Usaha  Industri
(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri
(IUKI ) Dan izin Perluasan Kawasan
Industri (IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota.

Persentase Izin Usaha Industri (IUI),
Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI),
Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
dan Izin Perluasan Kawasan Industri
(IPKI) yang diterbitkan  sesuai
ketentuan.

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan terhadap perizinan
berusaha sector Perindustrian yang
menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan terhadap
Perizinan Berusaha industri dengan
skala usaha Industri Kecil dan Industri
Menengah yang berlokasi di satu
Kab./Kota  sepanjang  merupakan
Penanaman Modal Dalam Negeri dan
selain bidang usaha tertentu yang
menjadi  kewenangan  pemerintah

pusat.

. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional



Kegiatan :  Penyediaan Informasi Industri untuk
informasi Industri untuk
IUI, IPUIIUK dan IPKI Kewenagnan.

Indikator, outcame :  Persentase Data Industri yang dikelola
dengan SIINAS (Sistem Informasi
Industri Nasional)

Sub Kegiatan :  Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
dan Analis Data
Industri, Data Kawasan Industri
serta data lain Lingkup

Kabupaten/Kota melalui Sistem

Informasi Industri Nasional
(SINas)
Indicator , outcame :  Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis
Data Industri, Data Kawasan Industri
serta Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui Sistem

Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif Rincian
program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun perencanaan 2026 — 2030 mengacu
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah dimutkhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan tenaga kerja Kota Probolinggo selama tahun 2026 — 2030 terinci

pada tabel 4.3 sebagai berikut:
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Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Target dan Pagu Indikatif Tahun KET

Bidang Urusan /
Program / Outcome Indikator Outcome / Baseline

/ Kegiatan/ Sub Output 2024 2026 2027 2028 2029 2030

Kegiatan Output

Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM Persentase Dokumen
PERENCANAAN Rencana Tenaga Kerja
TENAGA KERJA (RTK) yang ditetapkan 0 100 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyusunan Persentase Dokumen
Rencana Tenaga Rencana Tenaga Kerja 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Kerja (RTK) yang disusun sesuai e
ketentuan
2.07.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Rencana
Penyusunan Tenaga Kerja Makro
Rencana Tenaga 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Kerja Makro
PROGRAM Persentase tenaga
PELATIHAN kerja di sektor prioritas
KERJA DAN yang meningkat 89,28 90,3 308.350.167 90,6 316.921.501 90,9 323.529.659 91,2 330.322.993 91,5 337.114.534
PRODUKTIVITAS produktifitasnya
TENAGA KERJA
Pelaksanaan Persentase Pencari
Pelatihan Kerja yang
berdasarkan Unit | mendapatkan Fasilitasi 90,3 308.350.167 90,6 316.921.501 90,9 323.529.659 91,2 330.322.993 91,5 337.114.534
Kompetensi Pelatihan Berbasis
Kompetensi

2.07.03.2.01.0001 Jumlah Tenaga Kerja yang
Proses Pelaksanaan Mendapat Pelatihan
Pendidikan dan Berbasis Kompetensi pada
Pelatihan | Tahunn 50 145.900.450 16 149.650.900 16 151.675.625 16 154.980.350 16 158.479.800
Keterampilan bagi
Pencari Kerja
berdasarkan Klaster
Kompetensi
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2.07.03.2.01.0002
Koordinasi Lintas
Lembaga dan Kerja
Sama dengan Sektor
Swasta untuk

Jumlah
Kesepakatan/Koordinasi
dalam rangka Optimalisasi
Kapasitas Instruktur dan
Peningkatan Sarana

20

162.449.717

12

167.270.601

12

171.854.034

12

175.342.643

12

178.634.734

Penyediaan Prasarana Pelatihan Vokasi

Instruktur serta dan Produktivitas pada

Sarana dan Tahun n

Prasarana Lembaga

Pelatihan Kerja

PROGRAM Persentase tenaga

PENEMPATAN kerja yang

TENAGA KERJA ditempatkan di dalam 89,28 90,3 107.605.896 90,6 110.597.061 90,9 112.903.130 91,2 115.273.820 91,5 117.643.885
negeri

Pelayanan antar Persentase Pencari

Kerja di Daerah Kerja yang

Kabupaten/Kota mendapatkan Fasilitasi 90,3 107.605.896 90,6 110.597.061 90,9 112.903.130 93,3 115.273.820 93,3 117.643.885
Pelayanan Antar Kerja

2.07.04.2.01.0004 Jumlah Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Disabilitas yang

Unit Layanan Mendapatkan Fasilitasi 50 28.000.000 50 28.500.000 16 29.000.000 50 29.500.000 50 30.000.000

Disabilitas Layanan ULD

Ketenagakerjaan

2.07.04.2.01.0005 Jumlah Tenaga Kerja yang

Perluasan Diberdayakan Melalui

Kesempatan Kerja program Perluasan 20 39.605.896 20 42.097.061 12 43.903.130 20 45.773.820 20 47.643.885
Kesempatan Kerja

Pengelolaan Persentase Pencari

Informasi Pasar Kerja yang

Kerja mendapatkan fasilitasi 20,3 40.000.000 90,6 40.000.000 20,9 40.000.000 93,3 40.000.000 93,3 40.000.000
Informasi Pasar Kerja

2.07.04.2.03.0003 Jumlah Pencari Kerja yang

Job Fair/Bursa Kerja | Mendapatkan Pekerjaan 130 40.000.000 130,00 40.000.000 130 40.000.000 130 40.000.000 130 40.000.000
Melalui Job Fair/Bursa
Kerja

PROGRAM Persentase perusahaan

HUBUNGAN yang menerapkan

INDUSTRIAL perlindungan hak - hak 70 74 179.109.812 76 184.088.600 78 187.927.047 80 191.873.057 82 195.818.025

pekerja dan dialog
sosial
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Pengesahan Persentase Perusahan
Peraturan yang telah menetapkan
Perusahaan dan Peraturan Perusahaan
Pendaftaran terkait Hubungan
Perjanjian Kerja Industrial dan

Bersama untuk Pendaftaran Perjanjian 74 46.999.800 76 49.499.300 78 50.897.445 80 52.650.765 82 54.545.975
Perusahaan yang Kerja Bersama

Hanya Beroperasi

dalam 1 (Satu)

Daerah

Kabupaten/Kota

2.07.05.2.01.0003 Jumlah Data dan
Penyelenggaraan Informasi Sarana HI
Pendataan dan (PP/PKB, Struktur Skala
Informasi Sarana Upah, dan LKS Bipartit)
Hubungan Industrial | dan Pekerja yang 74 46.999.800 76 49.499.300 78 50.897.445 80 52.650.765 82 54.545.975
dan Jaminan Sosial Terdaftar sebagai Peserta
Tenaga Kerja serta Jamsostek serta
Pengupahan Pengupahan
Pencegahan dan Persentase penurunan
Penyelesaian kasus perselisihan
Perselisihan hubungan industrial
Hubungan

f(';';:f;:‘" Mogok 54 132.110.012 56 134,589.300 58 137.029.602 60 139.222.292 62 141.272.050
Penutupan

Perusahaan di

Daerah

Kabupaten/Kota

2.07.05.2.02.0002 Jumlah Perkara
Penyelesaian Perselisihan yang
Perselisihan Terselesaikan

Hubungan

Industrial, Mogok

§223{u%z?1 54 132.110.012 56 134,589.300 58 137.029.602 60 139.222.292 62 141.272.050
Perusahaan yang

Berakibat/Berdampa

k pada Kepentingan

di 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

URUSAN

PEMERINTAHAN

PILIHAN
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URUSAN

PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN
PROGRAM Persentase Capaian
PENUNJANG Kinerja Program
URUSAN Minimal 80%
PEMERINTAHAN 20 100 11.416.431.640 100 11.836.558.556 100 12.083.363.674 100 12.337.084.846 100 12.590.739.053
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan, Persentase Capaian
Penganggaran, Kinerja Kegiatan
dan Evaluasi Perangkat Daerah 100 97.591.445 100 105.655.865 100 107.608.930 100 118.369.823 100 125.206.805
Kinerja Perangkat | Minimal 80%
Daerah
3.31.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen
Penyusunan Perencanaan Perangkat
Dokumen Daerah 100 69.688.000 100 76.744.000 100 75.714.690 100 75.586.159 100 80.144.775
Perencanaan
Perangkat Daerah
3.31.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar
Penyusunan Laporan | Realisasi Kinerja SKPD dan
Capaian Kinerja dan | Laporan Hasil Koordinasi 10 37.144.000 10 42.500.000 10 43.894.240 10 42.783.664 10 45.062.030
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Administrasi Persentase
Keuangan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah | Perangkat Daerah 100 10.144.643.958 100 10.461.310.685 100 10.620.794.648 100 10.851.128.951 100 10.969.451.569
Sesuai Ketentuan
3.31.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan | Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN 48 10.144.643.958 48 10.461.310.685 48 10.458.015.878 48 10.684.172.304 48 10.795.799.257
3.31.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 12 129.441.000 12 135.635.000 12 147.015.820 12 155.117.402 12 170.629.142
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Keuangan SKPD

115




3.31.01.2.02.0007
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi

. 12 13.895.000 12 18.325.000 12 15.762.950 12 11.839.245 12 13.023.170
Triwulanan/ Penyusunan Laporan
Semesteran SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD
Administrasi Persentase
Barang Milik Administrasl BMD 100 15.994.926 100 20.450.675 100 10.250.000 100 10.250.000 100 10.250.000
Daerah pada Perangkat Daerah
Perangkat Daerah | Sesuai Ketentuan
3.31.01.2.03.0006 Jumlah Laporan
Penatausahaan Penatausahaan Barang
Barang Milik Daerah | Milik Daerah pada SKPD 12 15.994.926 12 20.450.675 12 10.250.000 12 10.250.000 12 10.250.000
pada SKPD
Administrasi Persentase
Kepegawaian Administrasi
Perangkat Daerah | Kepegawaian 100 28.050.000 100 32.200.000 100 34.750.000 100 | 32:050.000 100 | 32050.000
Perangkat Daerah
Sesuai Ketentuan
3.31.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, | Monitoring, Evaluasi, dan
dan Penilaian Penilaian Kinerja Pegawai 12 8.050.000 12 9.700.000 12 12.250.000 12 12.050.000 12 12.050.000
Kinerja Pegawai
Administrasi Persentase
Umum Perangkat Administrasi Umum
Daerah Perangkat Daerah 100 314.741.895 100 365.620.785 100 337.777.233 100 336.103.209 100 384.103.209
Sesuai Ketentuan
3.31.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan yang Disediakan 4 51.375.500 4 58.735.000 4 50.476.500 4 50.476.500 4 55.475.500
Perlengkapan Kantor
3.31.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang | Cetakan dan Penggandaan 2 20.272.500 2 25.722.800 2 20.272.500 2 25.272.500 2 30.209.500
Cetakan dan yang Disediakan
Penggandaan
3.31.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bacaan dan Perundang-Undangan 12 6.120.000 12 11.750.000 12 6.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000
Peraturan yang Disediakan
Perundang-
undangan
3.31.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi
Fasilitasi Kunjungan | Kunjungan Tamu 4 12.000.000 4 17.000.000 4 22.000.000 4 20.000.000 4 25.000.000

Tamu
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3.31.01.2.06.0009
Penyelenggaraan

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat

Rapat Koordinasi Koordinasi dan Konsultasi 12 177.625.895 12 189.562.985 12 185.798.233 12 191.124.209 12 220.124.209

dan Konsultasi SKPD | SKPD

3.31.01.2.06.0010 Jumlah Dokumen

Penatausahaan Arsip | Penatausahaan Arsip 12 9.150.000 12 18.550.000 12 12.000.000 12 10.000.000 12 12.000.000

Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD

3.31.01.2.06.0011 Jumlah Dokumen

Dukungan Dukungan Pelaksanaan

pelaksanaan Sistem | istem Pemerintahan 12 38.129.000 12 44.300.000 12 36.230.000 12 35.230.000 12 37.230.000
emerintahan Berbasis Elektronik pada

Berbasis Elektronik SKPD

pada SKPD

Pengadaan Persentase BMD

Barang Milik Perangkat Daerah yang

Daerah terpenuhi

Penunjang 100 87.399.000 100 92.845.000 100 175.000.000 100 170.000.000 100 180.000.000

Urusan

Pemerintah

Daerah

3.31.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan

ﬁengadaa" _ | Mesin Lainnya yang 20 87.399.000 35 92.845.000 35 175.000.000 35 170.000.000 35 180.000.000
eralatan dan Mesin | Disediakan

Lainnya

Penyediaan Jasa Persentase BMD

Penunjang Perangkat Daerah yang

Urusan terpenuhi 100 428.014.435 100 441.060.565 100 411.216.435 100 466.216.435 100 469.216.435

Pemerintahan

Daerah

3.31.01.2.08.0002 Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber | Komunikasi, Sumber Daya 12 135.889.000 12 144.675.000 12 135.990.000 12 135.990.000 12 138.990.000

Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang

Disediakan

3.31.01.2.08.0004 Jumlah Laporan

ﬁe"yed'aa” Jasa Penyediaan Jasa 12 292.125.435 12 296.385.565 12 290.226.435 12 330.226.435 12 330.226.435
elayanan Umum Pelayanan Umum Kantor

Kantor yang Disediakan

Pemeliharaan Persentase BMD dalam

Barang Milik kondisi baik

Daerah

Penunjang 100 290.764.426 100 303.826.846 100 358.966.428 100 350.966.428 100 418.525.035

Urusan

Pemerintahan

Daerah ‘
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3.31.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan

Penyediaan Jasa Perorangan Dinas atau

Pemeliharaan, Biaya | Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan, dan | yang Dipelihara dan 19 117.154.426 19 122.500.846 19 110.356.428 19 108.356.428 19 113.356.428
Pajak Kendaraan dibayarkan Pajaknya

Perorangan Dinas

atau Kendaraan

Dinas Jabatan

3.31.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan

Pemelinaraan | Mesin Lainnya yang 40 39.000.0000 40 42.000.000 40 53.000.000 40 50.000.000 40 55.000.000
Peralatan dan Mesin | Dipelihara

Lainnya

3.31.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor

Pemeliharaan/Rehab | dan Bangunan Lainnya

ilitasi Gedung Kantor | yang 1 134.610.000 1 139.326.000 2 195.610.000 2 192.610.000 2 250.168.607
dan Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi

Lainnya

PROGRAM Persentase Realisasi

PERENCANAAN Investasi Sektor

DAN industri dan Kawasan 83 84 338.437.024 84,5 347.844.695 85 355.097.635 85,5 362.553.820 86 370.008.037
PEMBANGUNAN Industri

INDUSTRI

Penyusunan dan Persentase Rencana

Evaluasi Rencana | Pembangunan Industri

Pembangunan yang dilaksanakan 83 84 338.437.024 84,5 347.844.695 85 355.097.635 85,5 362.553.820 86 370.008.037
Industri

Kabupaten/Kota

3.31.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi, Koordinasi, Sinkronisasi,

Sinkronisasi, dan dan pelaksanaan 84.650.968

Pelaksanaan Pembangunan Sumber 2 5 82.350.634 5 e 6 86.335.675 6 87.335.427 7 88.950.695
Pembangunan Daya Industri

Sumber Daya

Industri

3.31.02.2.01.0004 Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi, Koordinasi, Sinkronisasi,

Sinkronisasi, dan dan Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 4 9 227.500.806 10 231.235.950 11 234.665.655 12 237.367.388 13 240.356.347
Pembangunan Prasarana Industri

Sarana dan

Prasarana Industri

3.31.02.2.01.0005 Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi, Koordinasi, Sinkronisasi,

Sinkronisasi, dan dan Pelaksanaan 1 2 22.750.409 2 24.550.277 2 26.057.605 2 28.000.355 2 29.450.645
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan dan Peran Serta
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Industri dan Peran
Serta Masyarakat

Masyarakat

3.31.02.2.01.0006
Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan

Jumlah Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Industri

Rencana 1 1 5.835.175 1 7.407.500 1 8.038.700 1 9.850.650 1 11.250.350
Pembangunan
Industri
PROGRAM Persentase Izin Usaha
PENGENDALIAN Industri yang
IZIN USAHA Diterbitkan 82 83 13.777,699 83,5 14.160.683 84 14.455.949 84,5 14.759.489 85 15.062.948
INDUSTRI
Penerbitan Izin Persentase Izin Usaha
Usaha Industri Industri (IUI), Izin
(1UI), Izin Perluasan Usaha
Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin
Industri (IPUI), Usaha Kawasan
I1zin Usaha Industri (IUKI) dan
Kawasan Industri | Izin Perluasan 82 83 13.777,699 83,5 14.160.683 84 14.455.949 84,5 14.759.489 85 15.062.948
(IUKI) dan Izin Kawasan Industri
Perluasan (IPKI) yang diterbitkan
Kawasan Industri | sesuai ketentuan
(IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.31.03.2.01.0003 Jumlah dokumen hasil
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi Pengawasan
Pengawasan terhadap Perizinan
terhadap Perizinan Berusaha industri dengan
Berusaha sektor skala usaha Industri Kecil
perindustrian yang dan Industri Menengah
menjadi yang berlokasi di satu 82 83 13.777,699 83,5 14.160.683 84 14.455.949 84,5 14.759.489 85 15.062.948
kewenangan Kab./Kota sepanjang
Kabupaten/Kota merupakan Penanaman
Modal Dalam Negeri dan
selain bidang usaha
tertentu yang menjadi
kewenangan pemerintah
pusat
PROGRAM Tersedianya Informasi
PENGELOLAAN Industri Secara 82 83 21.410.269 83,5 22.005.419 84 22.464.256 84,5 22,935.950 85 23.403.520

SISTEM

Lengkap, Akurat, dan
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INFORMASI Terkini

INDUSTRI

NASIONAL

Penyediaan Persentase Data

Informasi Industri yang dikelola

Industri untuk dengan SIINAS (Sistem

Informasi Informasi Industri

Industri untuk Nasional) 82 83 21.410.269 83,5 22.005.419 84 22.464.256 84,5 22,935.950 85 23.403.520
1UI, IPUI, TUKT

dan IPKI

Kewenangan

Kabupaten/Kota

3.31.04.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil

Fasilitasi Fasilitasi Pengumpulan,

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis

Pengolahan dan Data Industri, Data

Analisis Data Kawasan Industri serta

Industri, Data Data Lain Lingkup

Kawasan Industri Kabupaten/Kota Melalui 82 83 23.403.520 83,5 22.005.419 84 22.464.256 84,5 22,935.950 85 23.403.520

serta Data Lain
Lingkup
Kabupaten/Kota
Melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINas)

Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas)

JUMLAH

11.064.819.469

12.061.301.416

13.267.431.558

14.594.174.714

16.053.592.185
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4.4 Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan

daerah;

Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar sasaran

dan arah kebijakan. Sasaran tersebut kemudian didefinisikan ke dalam

strategi dan arah kebijakan atapun kedalam Kegiatan atau Program sesuai

nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifkasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi,

Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah. Berdasarkan uraian Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan

Pendanaan maka dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

RPIJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan kegiatan dalam mendukung Program

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Probolinggo pada Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah

No Program Prioritas Outcome Kegiatan / Sub kegiatan Ket
1. PROGRAM Meningkatnya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
PELATIHAN KERJA produktivitas tenaga | Kompetensi
DAN kerja
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga
dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk
Penyediaan Instruktur serta Sarana dan
Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2. PROGRAM Meningkatnya Pelayanan antar Kerja di Daerah
PENEMPATAN penempatan tenaga | Kabupaten/Kota
TENAGA KERJA kerja
2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit
Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja
3. PROGRAM Meningkatnya pekerja | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
HUBUNGAN Indonesia yang | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
INDUSTRIAL terlindungi untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan
dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
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2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM Meningkatnya realisasi | Penyusunan dan Evaluasi Rencana
PERENCANAAN DAN | pembangunan industri Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
PEMBANGUNAN
INDUSTRI

3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya
Industri

3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan =~ Pembangunan  Sarana  dan
Prasarana Industri

3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat

3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-

2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kota Probolinggo

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif

maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah

tujuan suatu organisasi sudah tercapai.

Indikator kinerja sekurang — kurangnya memenuhi syarat sebagai berikut:
Berhubungan dengan apa yang akan diukur;
Menjadi prioritas dan secara objektif harus berguna untuk menunjukkan
keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian apa yang akan diukur;
Datal/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan

dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dan dihitung dengan biaya yang layak.

Sedangkan kriteria indikator kinerja yang baik adalah memenuhi prinsip

SMART- C, yakni:

1.

2
3
4.
5
6

Specific: harus jelas dan tidak ambigu;

Measurable: harus dapat diukur dan memiliki kriteria keberhasilan yang jelas;
Achievable: dapat dicapai;

Relevant: terkait langsung dengan hasil;

Time Bound: untuk kurun waktu tertentu;

Continously improved: harus terus — menerus ditingkatkan dan

disempurnakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

barkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan
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fungsi serta kewenangan utamanya (core business). IKU dipilih dari seperangkat

indicator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis

organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Kinerja Utama

(IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kota Probolinggo pada tahun 2025 —
2030 disajikan pada tabel 4.5 berikut:
Tabel 4.5 Tabel Indikator Kinerja Utama PD

No

Indikator

Satuan

Baseline
2024

Target Tahun

2025

2026

2027 2028

2029

2030

Ket

Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)

%

53,09

71,01

71,05

71,09 | 71,13

71,17

71,21

Cakupan
Kepesertaan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

%

60,70

62,57

64,45

66,32 | 68,19

70,06

72,74

Persentase
Peningkatan
Nilai Produksi
Sektor Industri

%

0,85

0,89

0,90

0,91 0,92

0,93

0,94

Nilai SAKIP
(Sistem
Auntanbiliotas
Kinerja Instansi
Pemerintah)
Dinas
Perindustrian
dan Tenaga
Kerja.

%

90

76,69

76,75

76,80 | 76,85

76,90

76,95

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029

melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Perikanan Kota Probolinggo.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) mengukur capaian kinerja penyelenggaraan masing -

masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sejalan dengan target.

IKU Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, berikut disajikan
Indikator Kinerja Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025 — 2030 sebagaimana pada tabel 4.6

berikut:
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci
y _ Baseline Target Tahun
No Indikator Satuan | 024 Ket
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Urusan Tenaga
Kerja
Tingkat
Partisipasi % 53,09 60,89 | 61,47 | 62,05 | 62,63 | 63,21 63,79
ngkatan Kerja
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Perempuan

Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)

%

67,55

71,01

71,05

71,09

71,13

71,17

71,21

Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)

%

4,44

3,72

3,67

3,52

3,32

3,22

3,17

Prosentase
Pencari Kerja
yang di
tempatkan pada
sektor Formal
dan Informal

%

89,28

90

90,3

90,6

90,9

91,2

91,5

Prosentase
Perusahaan
yang memenubhi
persyratan Kerja

%

70

72

74

76

78

80

82

Cakupan
Kepesertaan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

%

60,70

62,57

64,45

66,32

68,19

70,06

72,74

Urusan
Perindustrian

Persentase
Peningkatan
Nilai Produksi
Sektor Industri

%

0,85

0,89

0,90

0,91

0,92

0,93

0,93

Rasio PDRB
Sistim Industri
Pengolahan

%

14,63

14,69 -
14,86

14,75 -
15,10

14,83 -
15,33

14,91-
15,56

15 -
15,80

15,10-
16,03
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

bersifat strategis dan komprehensif untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini

menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) setiap tahunnya, serta menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan,

dan penganggaran yang terarah dan terukur

Untuk itu sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 ini, disampaikan kaidah -

kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut:
1.

Penetapan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja Kota Probolinggo
Tahun 2025-2029 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kota Probolinggo .

Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan
pembangunan bidang sumber daya aparatur dan pembangunan bidang fisik serta
kemasyarakatan, terikat untuk menjadikan Renstra ini sebagai acuan dan arahan
operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana
kegiatan tahunan;

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berkewajiban menjaga konsistensi antara
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan Rencana
Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029;

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota
Probolinggo Tahun 2025-2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh
jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat
dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari

kesepakatan dalam Renstra ini.
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d. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan dasar evaluasi
dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerija ;

6. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 ini
akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dan kuantitatif
dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2029.

7. Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan
penganggaran di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja , maka proses penyusunan
dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan
Tahun Anggaran 2029, harus mengacu kepada Renstra Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Tahun 2025 - 2029.

Akhir kata, semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan,

pembangunan Kota Probolinggo.

Probolinggo, 19 September 2025

.~ KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
A WNAR L TENAGA KERJA
; I,f'fn . KOTA PROBOLINGGO
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"o BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.
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NIP. 19691220 199003 1 009
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